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Ayu Anandwita M, B11111335, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Kejahatan Kemanusiaan Dalam UU. No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan 
HAM. Penulisan Skripsi ini dibimbing oleh Bapak H.M. Said Karim sebagai 
Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana pelanggaran HAM berat Kasus Abepura No: 01/ Pid. HAM/ 
ABEPURA/ 2004/ PN. Mks.dan mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan Kasus Abepura No: 01/ Pid. HAM/ ABEPURA/ 
2004/ PN. Mks. 
 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan lokasi penelitian di 
Pengadilan Negeri Makassar. Penulis juga melakukan penelitian pada 
Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin karena perpustakaan tersebut memiliki buku-buku 
referensi yang relevan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah Medote Kepustakaan dan Metode Wawancara terhadap 
hakim di Pengadilan Negeri Makassar. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap 
tindak pidana pelanggaran HAM Berat Kasus Abepura No: 01/ Pid. HAM/ 
ABEPURA/ 2004/ PN Mks masih terdapat banyak kelemahan utamanya 
dalam tahap penuntutan dan putusan hakim Keyakinan hakim yang 
mendasari putusan yang diambil mengandung unsur kontradiktif dan tidak 
konsisten dengan pertimbangan dan argumen yang dibangun. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam keadaan perang atau situasi darurat umum (istilah yang juga 
dikenal dalam berbagai konvensi international), dimungkinkan adanya 
pembatasan HAM. Kondisi yang dimaksudkan adalah: 
"in time of public emergency with threatens the life of a nation, to the 
extent strictly required by the exigencies of the situation...." 
Konflik bersenjata, di manapun di dunia ini, selalu membawa korban; 
mulai dari tingkat individu, komunitas, sampai ke tingkat nasional. Sebut saja 
beberapa peristiwa seperti konflik bersenjata di Aceh, perselisihan antar 
warga di Ambon, di Poso, dan konflik bersenjata pasca tragedi Gedung WTC 
(World Trade Centre) dan Pentagon. Ironisnya, dari berbagai peristiwa 
tersebut, selain mengorbankan jutaan jiwa, korbannya bukan hanya 
militer/pasukan atau angkatan bersenjata yang terlibat langsung dalam 
konflik. Akan tetapi, rakyat atau masyarakat sipil yang tidak berdosa yang 
justru menerima akibat lebih tragis. 
Berdasarkan pengalaman yang dialami banyak negara dalam berbagai 
kurun waktu dan belahan dunia, maka tercetuslah dasar-dasar hukum 
humaniter yang bertujuan melindungi dan membatasi akibat yang ditimbulkan 
oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Hukum humaniter merupakan sejumlah 
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prinsip dasar dan aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan 
dalam situasi konflik bersenjata. Tidak seperti perangkat hukum lainnya, 
hukum humaniter mempunyai sejarah yang belum cukup panjang namun 
sangat signifikan. Tujuan Hukum Humaniter yang dirumuskan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebagai berikut: 
1. Untuk melindungi orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat 
dalam suatu permusuhan (hostilities), seperti orang-orang yang 
terluka, yang terdampar dari kapal, tawanan perang, dan orang-
orang sipil. 
2. Untuk membatasi akibat kekerasan dalam peperangan dalam 
rangka mencapai tujuan terjadinya konflik tersebut. 
Pada dasarnya, masyarakat internasional mengakui bahwa 
peperangan antar Negara atau dalam suatu Negara dalam banyak kasus 
tidak dapat dihindari. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang atau 
konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak 
yang bermusuhan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak terlibat secara 
langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian 
semua orang harus tetap dilindungi HAM-nya, baik dalam keadaan damai 
maupun perang. 
Kelahiran hukum humaniter dapat dikatakan dimulai dengan 
kepedulian dan keprihatinan Henry Dunant. Ia adalah satu dari ribuan prajurit 
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Prancis dan Austria yang terluka setelah perang di Solferino (Italia Utara) 
pada tahun 1859. 
Dalam buku yang ditulisnya, "Un Souvenir de Solferino ", Dunant 
menghimbau dua hal. Pertama, agar diciptakan suatu lembaga internasional 
yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, 
agama maupun rasnya. Kedua, negara-negara di dunia dihimbau untuk 
membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, 
termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih 
diperhatikan. 
Hal yang paling menyenangkan adalah bahwa Dunant bukan sekedar 
menghimbau belaka, ia bersama beberapa orang temannya juga beraksi 
dengan mendirikan Inter-national Committee for Aid to the Wounded - yang 
kemudian diberi nama International Committee of the Red Cross. Komite ini 
pada akhirnya mendapat tanggapan positif dari sejumlah Negara dan 
selanjutnya menghasilkan konvensi Jenewa yang pertama, yang diadopsi 
oleh 16 Negara Eropa pada tahun 1864, dan Konvensi ini dinamakan 
Convention for the Amelioration of Condition of the Wounded in Armies in the 
Field. 
Tidak dapat diingkari bahwasanya konvensi ini menjadi simbol 
peletakkan batu pertama dari Hukum Humaniter Internasional, dengan 
mengutamakan prinsip-prinsip universalitas dan toleransi dalam hal ras, 
kebangsaan dan agama. Tragedi kemanusiaan yang ditimbulkan oleh perang 
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Saudara di Spanyol (1936-1939) dan Perang Dunia Kedua (1939-1945), 
menggugah Liga Bangsa-Bangsa untuk melanjutkan penetapan sejumlah 
konvensi berikutnya. Konvensi Kedua, berkenaan dengan anggota tentara 
yang terluka, sakit, terdampar di lautan; Konvensi Ketiga tentang Tawanan 
Perang, dan Konvensi Keempat tentang korban-korban masyarakat sipil. 
Kesemua konvensi ini mempunyai kesamaan, yakni adanya penetapan 
mengenai aturan minimum yang harus dipatuhi pada saat terjadinya konflik 
bersenjata secara internal. 
Dari uraian di atas, nampak bahwa konflik bersenjata yang 
dimaksudkan dapat terjadi secara internal maupun internasional. Pasal 3 
Konvensi Jenewa tahun 1949 meletakkan dasar Hukum Humaniter dengan 
merumuskan bahwa dalam masa konflik bersenjata, maka orang-orang yang 
dilindugi oleh konvensi ini harus:  
"in all circumstances be treated humanely, without any adverse 
distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth, 
or other similar criteria...". 
Padahal sebelum tahun 1949, perlindungan hukum hanya diberikan 
pada personel militer. Perangkat internasional yang paling signifikan dalam 
konteks ini mencakup tiga golongan besar, yakni: 
1. Law of Geneva, yakni Konvensi-konvensi dan protokol-protokol 
Internasional yang ditetapkan di bawah lingkup Komite Palang 
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Merah Intersional atau ICRC, di mana perlindungan bagi korban 
konflik menjadi perhatian utama. 
2. Law of the Hague, ketentuan ini dilandasi oleh hasil Konferensi 
Perdamaian yang diselenggarakan di Ibukota Belanda pada tahun 
1899 dan 1907, yang utamanya menyangkut sarana dan metode 
perang yang diperkenankan. 
3. Upaya-upaya PBB untuk memastikan agar dalam situasi konflik 
bersenjata, HAM tetap dihormati, dan sejumlah senjata dibatasi 
pemakaiannya. 
Protokol I dari konvensi Jenewa memberikan perlindungan bagi orang-
orang sipil yang jatuh ke tangan musuh, sedangkan Protokol II memuat 
ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan korban konflik bersenjata 
internal (bukan inter-national). 
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa beserta dengan 185 
Negara lainnya (menurut data tahun 1977). Konvensi Jenewa ini diterapkan 
melalui kerjasama a Protecting Power, atau negara pihak ketiga yang 
menjadi pihak netral dalam konflik tersebut, di bawah pengawasan ICRC. 
Dalam kaitannya dengan kondisi di Indonesia saat ini, yang paling 
relevan adalah konflik bersenjata internal. Situasi konflik internal yang pernah 
terjadi di Aceh yang sering disebut sebagai perang saudara ini lebih 




Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam Protokol 
Tambahan II Tahun 1977 berkaitan dengan kasus Aceh, yang harus 
diperhatikan dalam situasi seperti di atas, adalah: 
a. Intensitas dan lamanya konflik; 
b. Perilaku dengan kekerasan yang terjadi; 
c. Dilakukan secara spontan ataukah terorganisir; 
d. Kekuatan kepolisian yang besar; 
e. Kekuatan angkatan bersenjata. 
Dalam Geneva Convention III, tahun 1949, Pasal 3 ayat (1) 
dicantumkan bahwa: 
"...Person taking no active part in the hostilities shall in all 
circumstance be treated humanely without any adverse distinctions....." 
Angkatan bersenjata dan kepolisian dilarang untuk melakukan 
tindakan-tindakan di bawah ini terhadap orang-orang dalam kelompok 
tersebut: 
1. Kekerasan terhadap tubuh maupun nyawa; 
2. Menyandera orang; 
3. Melakukan tindakan yang melecehkan martabat, menghina dan 
merendahkan orang; 
4. Menjatuhkan dan melaksanakan pidana tanpa proses peradilan 
yang menjamin hak-hak seseorang. 
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Dalam Pasal 4 Protocol II dalam The Geneva Convention tahun 1977 
dirumuskan bahwa: 
“All persons who do not take part or have ceased to take part in 
hostilities whether or not their liberty has been restricted, are entitled to 
respect to their persons, honors, and conviction and religious 
practices, to be treated humanely without any adverse distinction.” 
Perilaku yang dilarang terhadap orang-orang dalam kelompok tersebut 
mencakup :  
a. Melakukan kekerasan terhadap nyawa, kesehatan dan 
kesejahteraan mental maupun jasmani orang (Collective 
Punishment); 
b. Menyandera orang; 
c. Melakukan terorisme; 
d. Melecehkan harkat dan martabat seseorang terutama perilaku 
yang merendahkan dan menghina, perkosaan, pemaksaan 
prostitusi, dan semua bentuk serangan terhadap kesusilaan; 
e. Melakukan perbudakan dan perdagangan budak dalam segala 
bentuknya; 
f. Melakukan penjarahan; 
g. Mengancam untuk melakukan perilaku-perilaku di atas. 
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Bentuk-bentuk Kejahatan Berat Tindak-tindak Pidana yang termasuk 
dalam pelanggaran berat atau grave breaches dalam Konvensi Jenewa 
mencakup: 
1. Willful killing, merupakan tindakan pembunuhan dengan sengaja 
yang ekuivalen dengan Pasal 340 dan 338 KUHP. 
2. Torture or in human treatment, including biological experiment; 
Penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi memang tidak 
dijumpai secara eksplisit dalam KUHP, akan tetapi menurut 
Konvesi Menentang Penyiksaan yang telah diratifikasi RI tindakan 
ini mencakup perilaku yang cukup luas, tidak hanya berkenaan 
dengan penderitaan jasmani belaka, yakni:  
"... Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang 
hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk 
memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau 
dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu 
perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan 
oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau me-
maksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan 
yang didasarkan pada bentuk dikriminasi apapun, apabila 
rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas 
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hasutan, dengan persetuju-an, atau sepengetahuan pejabat 
publik..." 
3. Willfully causing suffering or serious injury to body or health; 
Dengan sengaja mengakibatkan penderitaan atau luka yang serius 
pada kesehatan atau tubuh seseorang. Ketentuan ini dapat 
memakai Pasal 351 dst dari KUHP yang berkenaan dengan 
penganiayaan. 
4. Extensive destruction or appropriation of property, Perusakan atau 
penghancuran atau perampasan harta benda seseorang. Pasal 
406 KUHP merupakan salah satu contoh ketentuan domestik yang 
dapat digunakan sehubungan dengan perilaku ini, dan sebagainya. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk 
membahas “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan 
Kemanusiaan dalam UU. No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 
pelanggaran HAM berat kasus abepura No: 01/ Pid.HAM/ 
ABEPURA/ 2004/ PN. Mks? 
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2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan kasus abepura No: 01/ Pid.HAM/ ABEPURA/ 2004/ PN. 
Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak 
pidana pelanggaran HAM berat kasus abepura No: 01/ Pid. HAM/ 
ABEPURA/ 2004/ PN. Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan kasus abepura No: 01/ Pid. HAM/ 
ABEPURA/ 2004/ PN. Mks. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan permasalahan yang menjadi fokus kajian 
penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoretis 
Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat 
untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambahkan khasanah 
ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya 
tentang hal-hal yang berhubungan dengan Kajian Hukum Kejahatan 
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terhadap Kemanusiaan menurut UU. No. 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat 
memberikan pengetahuan tentang penerapan hukum pidana 
khususnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Kejahatan 





















A. Pengertian Hukum Pidana  
1. Pengertian Hukum Pidana 
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran 
dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan 
tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau 
siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian 
sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya 
berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan 
pidana yang berat. Ancamannya berupa hukuman denda, hukuman 
penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan 
hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu , 
serta pengumuman keputusan hakim. 
Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
peraturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 





1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa 
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut.  
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi 
pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilakasanakan apabila orang yang disangkakan telah 
melanggar larangan tersebut. 
Dari  beberapa  definisi  dapat  disimpulkan  bahwa  pidana 
mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak 
menyenangkan.  
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).  
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum 
(korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut 
undang-undang. 
Adapun juga pengertian hukum pidana menurut pendapat para 
ahli, antara lain: 
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1. Wirjono Prodjodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum 
mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” 
yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada 
seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya 
dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.  
2. WLG. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang 
berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh 
pembentuk UU) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa 
hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 
Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu 
merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap 
tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan –keadaan 
bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan 
tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana 
materiel). 
3. WFC. Hattum, hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan 
dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara 
atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka 
itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah 
melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat 
melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap 
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peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat 
khusus berupa hukuman.  
Meskipun banyak ahli yang menyatakan pendapatnya tentang 
pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada 
pokoknya  dapatlah  dirumuskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan hukum 
pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau 
perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang 
ditentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut 
dapat dikenakan. 
Dengan beralihnya hukum pidana menjadi hukum publik, maka 
negara yang mengambil alih urusan jika ada seseorang warga negara 
menjadi korban suatu kejahatan. Ketakutan seseorang melakukan 
kejahatan kepada orang lain, bukan karena takut atas kekuatan orang 
yang menjadi korban, tetapi ketakutan akan diberi sanksi hukum yang 
akan diberikan oleh negara. Jika seseorang menyakiti seorang warga 
negara, maka yang akan berhadapan dengan negara. Disinilah tampak 
bahwa negara melindungi warga negaranya melalui sarana hukum, yaitu 
hukum pidana. Makin hebat suatu negara akan semakin terlindungilah 
warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika semakin lemah 





Berdasarkan ciri hukum publik tersebut, maka dapat dicirikan 
bahwa hukum pidana adalah hukum publik, yaitu: 
1. Mengatur hubungan antara kepentingan negara atau 
masyarakat dengan orang perorangan.  
2. Kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada 
orang perorangan. Dengan perkataan lain, orang perorangan 
disubordinasikan kepada penguasa.  
3. Penuntutan seseorang (yang telah melakukan suatu tindakan 
yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan yang 
dirugikan), melainkan pada umumnya, negara/penguasa wajib 
menuntut seseorang tersebut. 
4. Hal subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan 
hukum pidana objektif atau hukum pidana positif. 
2. Tujuan Hukum Pidana 
Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu: 
1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan 
perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan)  
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana 
agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam 
masyarakat (fungsi represif). 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk 
melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan 
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perbuatan tidak baik karena takut dihukum, semua orang dalam 
masyarakat akan tenteram, aman dan untuk mencegah timbulnya 
kejahatan dan  pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana 
mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen 
permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP 
Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana 
mati. 
3. Hukum Pidana Nasional dan Hubungannya dengan Hukum 
Internasional  
Pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi 
masyarakat serta responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini adalah 
kebutuhan penting yang dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP 
sekarang adalah norma-norma yang berasal dari hukum asing dari zaman 
kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (obsolete and 
unjustice) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan 
perkembangan masyarakat saat ini.  
Perlu adanya penyesuaian hukum nasional dengan norma-norma 
internasional terhadap kejahatan-kejahatan internasional juga merupakan 
salah satu alasan mengapa dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana 
nasional. Pembaharuan hukum pidana telah dimulai sejak diadopsinya 
kejahatan pembajakan, kejahatan terrorisme dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan dalam hukum nasional. Selain itu, pembaharuan hukum 
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pidana terus berlanjut dengan dilansirnya RKUHP yang mencoba 
mengadopsi kejahatan-kejahatan baru dengan mengacu pada Konvensi 
Genewa, Konvensi Penghapusan dan Penghukuman Genosida 1949, dan 
Konvensi Penghapusan Penyiksaan. 
Pengadopsian tersebut perlu dilakukan guna memastikan bahwa 
ada pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang 
terjadi di Indonesia. Terlebih jika kejahatan tersebut merupakan kejahatan 
yang termasuk dalam jus cogens di mana, atas kejahatan tersebut, setiap 
negara mempunyai tanggung jawab untuk mengadilinya (erga omnes 
obligatio). Pertanggungjawaban dan penghukuman pidana, tidak saja 
untuk memberikan penjeraan bagi pelaku tetapi sekaligus juga  untuk 
melakukan perlindungan bagi masyarakat. Lebih lagi, dalam  hukum 
pidana internasional, tujuan pemidanaan ini adalah juga untuk 
memastikan adanya perlindungan bagi masyarakat dunia dari ancaman 
kejahatan yang langsung maupun tidak langsung (direct maupun indirect). 
 
B. Tindak Pidana 
1. Definisi Tindak Pidana 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti 
diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana 
maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 
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kata, yakni straf, baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai 
pidana dan hukum. Perkataan baarditerjemahkan dengan dapat dan 
boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan.  
Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang 
Poernomo, pengertian strafbaar feitdibedakan menjadi :  
a.  Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum ; 
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar 
feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan perundang-
undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. 
Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan 
hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan 
defenisi strafbaar feit menjadi dua pengertiaan, sebagaimana yang 
dikemukakan Bambang Pornomo yaitu :  
a. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah 




b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian 
“strafbaar feit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang 
yang dapt dipertanggungjawabkan. 
Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa 
pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan 
Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan 
pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang 
telah ditetapkan dalam Undang-undang. Definisi yang panjang lebih 
menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung 
jawaban yang merupakan unsur-unsur yang telah dirumuskan secara 
tegas didalam setiap delik, atau unsur yang tersembunyi secara 
diam-diam dianggap ada.  
Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana 
sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana 
oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig) 
dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons 
dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi : 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
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4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas 
perbuatannya. 
Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana 
dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang 
mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana 
menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut  :  
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas 
perbuatannya 
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar 
feit) adalah : 
a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak 
berbuat atau membiarkan). 
b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 
c. Melawan hukum (onrechtmatig) 
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 




Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur 
subyektif dari tindak pidana,yakni 
1. Unsur Obyektif : 
a. Perbuatan orang 
b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka 
umum”. 
2. Unsur Subyektif : 
a. Orang yang mampu bertanggung jawab 
b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus 
dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan 
dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana 
perbuatan itu dilakukan. 
 
C. Kejahatan HAM Berat 
Sebelum memahami pengertian kejahatan HAM berat, dalam tulisan 
ini akan diuraikan terlebih dahulu pengertian Hak Asasi Manusia. 
1. Pengertian Hak Asasi Manusia 
Hak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang 
sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar 
HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration 
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of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik 
Indonesia, seperti pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 
30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1. 
Dalam UU. No. 26 Tahun 2000, Hak Asasi Manusia didefinisikan 
sebagai “…seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia”. 
Dalam teori perjanjian bernegara, adanya Pactum Unionis dan 
Pactum Subjectionis. Pactum Unionis adalah perjanjian antara individu-
individu atau kelompok-kelompok masyarakat membentuik suatu negara, 
sedangkan pactum unionis adalah perjanjian antara warga negara dengan 
penguasa yang dipiliah di antara warga negara tersebut (Pactum Unionis). 
Thomas Hobbes mengakui adanya Pactum Subjectionis saja. John Lock 
mengakui adanya Pactum Unionis dan Pactum Subjectionis dan JJ 
Roessaeu mengakui adanya Pactum Unionis. Ketiga paham ini 
berpendapat demikian. Namun pada intinya teori perjanjian ini meng-
amanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang harus 
dijamin oleh penguasa, bentuk jaminan itu mustilah tertuang dalam 
konstitusi (Perjanjian Bernegara). 
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Dalam kaitannya dengan itu, maka HAM yang kita kenal sekarang 
adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang 
sebelumnya termuat, misal, dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau 
Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak 
yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang 
tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai 
konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi 
HAM yang bukan warga negaranya.  
Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap 
negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, 
utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam 
jurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada 
tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau 
menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. 
HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia. 
Alasan di atas pula yang menyebabkan HAM bagian integral dari 
kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karenannya bukan 
sesuatu yang kontroversial bila komunitas internasional memiliki 
kepedulian serius dan nyata terhadap isu HAM di tingkat domestik. 
Malahan, peran komunitas internasional sangat pokok dalam 
perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri yang 
merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap 
25 
 
kekuasaan negara yang sangat rentan untuk disalahgunakan, 
sebagaimana telah sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri. 
2. Pengertian Kejahatan HAM Berat 
UU. No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 
1 ayat (6) memberikan definisi pelanggaran HAM, adalah setiap 
perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik 
sengaja atau tidak sengaja, atau kelalaian secara melawan hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia 
seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan 
tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh 
penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme 
hukum yang berlaku. 
Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun (Non Derogable Rights) meliputi hak untuk 
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku. 
Menurut Theo Van Boven kata “berat” menerangkan kata 
“pelanggaran” yaitu menunjukkan betapa parahnya akibat pelanggaran 
yang dilakukan. Kata “berat‟ juga berhubungan dengan hak asasi manusia 
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yang dilanggar. Pelanggaran HAM yang berat yang merupakan yurisdiksi 
dari Pengadilan HAM, adalah: 
1. Kejahatan Genosida (Pembunuhan Massal) 
Genosida didefinisikan sebagai tindakan-tindakan berikut yang 
dilakukan dengan tujuan menghancurkan, secara menyeluruh atau 
sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama seperti 
dengan melakukan: 
a. Membunuh anggota kelompok 
b. Menyebabkan luka parah baik berupa fisik atau mental 
kepada anggota kelompok 
c. Secara sengaja menciptakan kondisi hidup kelompok yang 
diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik baik 
secara menyeluruh ataupun sebagian 
d. Memaksakan tindakan yang menghambat kelahiran dalam 
kelompok 
e. Secara paksa memindah anak-anak dalam kelompok ke 
kelompok lain 
Jadi secara umum genocide (genosida), adalah tindakan 
terencana yang ditujukan untuk menghancurkan eksistensi dasar dari 
sebuah bangsa atau kelompok sebuah entitas, yang diarahkan pada 
individu-individu yang menjadi anggota kelompok yang bersangkutan. 
Pada 11 Desember 1946 dimana Majelis Umum PBB dengan suara 
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bulat mengeluarkan resolusi yang mengatakan bahwa „Genosida 
adalah penyangkalan atas eksistensi kelompok manusia secara 
keseluruhan…‟ yang menggoncang nurani manusia. 
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity) 
Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against 
Humanity) pertama kali dalam Piagam Nurenberg. Piagam ini 
merupakan perjanjian multilateral antara Amerika Serikat dan 
sekutunya setelah selesai Perang Dunia II. Mereka (Amerika Serikat 
dan sekutunya) menilai bahwa para pelaku (NAZI) dianggap 
bertanggung jawab terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan pada 
masa tersebut.  
Definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7 Statuta 
Roma dan Pasal 9 UU. No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM 
terdapat sedikit perbedaan tetapi secara umum adalah, salah satu 
perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas 
atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara 




d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa 
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e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan 
fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-
asas) ketentuan pokok hukum internasional 
f. Penyiksaan 
g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, 
pemaksaan kemahilan, pemandulan atau sterilisasi secara 
paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang 
setara 
h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau 
pertempuran yang didasari persamaan paham politik, ras, 
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau 
alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal 
yang dilarang menurut hukum internasional.  
i. Penghilangan orang secara paksa atau 
j. Kejahatan apartheid 
Pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan bisa jadi aparat / 
instansi negara, atau pelaku non negara. Definisi kejahatan terhadap 
kemanusiaan di Indonesia masih menimbulkan beberapa perbedaan. 
Salah satunya adalah kata serangan yang meluas atau sistematik. 
Sampai saat ini istilah tersebut masih menimbulkan banyak perbedaan 
pandangan bahkan kekaburan.  Pengertian sistematik (systematic) 
dan meluas (widespread) menurut M. Cherif Bassiouni dalam bukunya 
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yang berjudul Crime Against Humanity on International Criminal Law, 
sistematik mensyaratkan adanya kebijakan negara untuk aparat 
negara dan kebijakan organisasi untuk pelaku di luar negara. 
Sedangkan istilah meluas juga merujuk pada sistematik, hal ini 
bertujuan untuk membedakan tindakan yang bersifat meluas tetapi 
korban atau targetnya acak. Korban dimana memiliki karakteristik 
tertentu misalnya agama, ideologi, politik, ras, etnis, atau gender. 
3. Kejahatan Perang 
Pasal 8 statuta Roma berisi tentang suatu definisi yang panjang 
tentang kejahatan perang. Kejahatan perang adalah suatu tindakan 
pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum 
perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. 
Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap 
pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan 
kejahatan perang. 
Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, 
belum tentu bisa dianggap sebagai suatu kejahatan perang, contoh 
Saddam Husein, mantan Presiden Irak, dihukum karena kejahatan 
perang. 
Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap 
perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga 
mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan 
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pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan 
bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu 
sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum 
menyerang.  
Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau 
penduduk sipil bisa juga dianggap sebagai kejahatan perang. 
Pembunuhan missal dan genosida kadang dianggap juga sebagai 
suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan 
internasional, kejahatan-kejahatan ini dideskripsikan sebagai kejahatan 
terhadap kemanusiaan.  
Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum 
kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini 
dibutuhkan suatu kebutuhan internasional, seperti pada Pengadilan 
Nurenberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah 
Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan 
Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh 
dewan keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB. 
4. Aggresion (kejahatan Agresi) 
Satu jenis kejahatan lainnya yang termasuk kejahatan 
Internasional, adalah kejahatan agresi, yaitu kejahatan terhadap 
perdamaian dalam bentuk perencanaan, persiapan, memulai atau 
melaksanakan perang, disebut juga kejahatan agresi. Pada mulanya 
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konsep kejahatan agresi sebagai kejahatan Internasional berkaitan erat 
dengan perbedaan antara “Perang Adil” dan “Perang tidak Adil” (just 
and injust war). Metode-metode perang tidak adil pada dasarnya 
merupakan perang agresi, yaitu perang yang melanggar keagunan 
(Jaminan) dari fakta untuk tidak saling menyerang (not to attack). 
 
D. Kejahatan terhadap Kemanusiaan 
Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu kejahatan 
internasional yang masuk ke dalam kategori jus cogens dan juga salah satu 
dari jenis kejahatan internasional paling serius. Kejahatan terhadap 
kemanusiaan (Crime Against Humanity) adalah satu dari “empat kejahatan-
kejahatan internasional” disamping The Crime of Genocide, War Crimes, dan 
The Cime of Aggression. International Crimes sendiri didefinisikan sebagai 
kejahatan-kejahatan yang karena tingkat kekejamannya, tidak satupun 
pelaku boleh menikmati imunitas dari jabatannya; dan tidak ada yurisdiksi 
satu negara tempat kejahatan itu terjadi bisa digunakan untuk mencegah 
proses peradilan oleh suatu masyarakat Internasional terhadapnya. Dengan 
kata lain, international crimes  ini menganut asas Universal jurisdiction. 
Sementara, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan sendiri  adalah 
tindakan-tidakan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyerangan 




Terdapat 11 bentuk kejahatan yang dikualifikasi sebagai crimes 
against humanity, antara lain : (1) Pembunuhan, (2) Penghancuran, yang 
sengaja terhadap sarana-sarana vital bagi kelangsungan hidup, misalnya 
yang bisa mengakibatkan kelaparan dan bahaya penyakit, (3) Pemaksaan 
terhadap masyarakat sipil untuk berpindah dari area yang mereka alami 
secara sah, (4) Penyiksaan atau penganiayaan baik secara fisikal maupun 
mental, (5) Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, (6) 
Kekerasan seksual dan, (7) Penghilangan paksa (diakibatkan penculikan 
atau penahanan sewenang-wenang).  
Pembahasan lebih lanjut mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan 
(crimes against humanity) yang di dalam Pasal 7 Statuta Roma menyatakan 
bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang 
menimbulkan penderitaan besar dan tak perlu terjadi, yaitu pembunuhan, 
penyiksaan, pemerkosaan dan bentuk lain dari pelecehan seksual, 
perbudakaan, penyiksaan dan pengasingan. 
Yang menjijikkan adalah bahwa kejahatan itu dilakukan dengan 
sengaja sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis (yang 
melibatkan banyak pihak) dan ditujukan pada setiap penduduk mengikuti dan 
mendorong kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan 
semacam itu.  
Definisi ini dianggap terlalu sempit oleh LSM, yang lebih menyukai arti 
yang lebih luas sebagaimana disarankan oleh Komisi Hukum Internasional, 
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yaitu „setiap aksi yang tak berperikemanusiaan, yang dihasut atau dipimpin 
oleh pemerintah atau organisasi atau kelompok‟. Para delegasi di Roma 
bertindak benar ketika menentang definisi semacam itu. Sebab, definisi ini 
akan mendorong pengadilan internasional juga mengadili para antek dan 
prajurit. 
Definisi itu setidaknya menjamin bahwa ICC harus membatasi diri 
hanya pada kejahatan-kejahatan yang paling berbahaya, yang dilakukan 
secara sistematis ketimbang yang dilakukan secara spontan, serta mengikuti 
kebijakan yang disusun baik oleh aparat negara (seperti kepolisian atau 
tentara) maupun oleh suatu entitas organisasi untuk membedakan dirinya 
dari kelompok kriminal biasa. Definisi dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan 
bahwa suatu tuntutan dapat dibuat atas suatu aksi tunggal (salah satu atau 
lebih dari beberapa perbuatan) sepanjang diketahui oleh terdakwa sebagai 
bagian dari rangkaian perbuatan yang melibatkan tindakan kekejaman 
terhadap warga sipil.  
Namun sejauh mana entitas yang melakukan kegiatan tersebut harus 
“terorganisir” sehingga anggota-anggotanya dapat menjadi subyek 
penahanan. Tidak ada persyaratan bahwa hal tersebut harus berkaitan 
dengan kekuasaan, sehingga sebuah kekuatan oposisi dalam perjuangannya 
meraih kemerdekaan dapat memenuhi kualifikasi. 
Demikian juga halnya dengan kelompok teroris, jika terorganisir dalam 
skala seperti yang dilakukan Osama bin Laden, yang melatih ribuan 
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pengikutnya dan bertanggung jawab atas pengeboman kedutaan besar 
Amerika Serikat di Kenya dan Tanzania serta gedung WTC tahun 2001 lalu. 
Pemboman itu merenggut nyawa ribuan warga sipil. 
Berbagai aksi terhadap pembunuhan ini merupakan bagian dari 
sistematis terhadap populasi warga sipil, yang merupakan kelanjutan dari 
kebijakan organisasi untuk melakukan serangan-serangan semacam itu. 
Dalam bahasa sehari-hari hal ini disebut sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan. 
Seperti yang diketahui, bahwa konvensi Roma menolak yurisdiksi atas 
beberapa tindak kejahatan, seperti kejahatan terorisme tertentu. Namun 
nampaknya tak ada alasan legal mengapa para jaksa penuntut tak dapat 
menyelidiki kelompok-kelompok teroris yang sering melakukan kekejaman 
yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil. Atau suatu organisasi 
kriminal dengan suatu agenda politik seperti Kartel Obat terlarang ketika 
organisasi ini secara sistematis membunuh para hakim, wartawan, dan politisi 
serta menghancurkan jalur penerbangan. 
Ketentuan-ketentuan tambahan mengizinkan negara-negara untuk 
memilih melakukan yurisdiksi atas warga yang ditahan. Walaupun 
pengalaman Columbia di masa lalu (ketika, pada suatu waktu, keadilan tidak 
dapat diterapkan pada Pablo Escobar dan pemimpin kartel lainnya karena 
intimidasi mereka terhadap pengadilan setempat.) telah memberikan contoh 
kasus yang tepat untuk dipindahkan ke pengadilan internasional. 
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Termasuk di antara aksi-aksi di bawah ini, jika dilaksanakan secara 
sistematis dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan 
adalah „penghilangan orang secara paksa‟, didefinisikan sebagai penahanan 
atau penculikan orang-orang oleh/atau dengan persetujuan negara atau 
organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk menyatakan 
pengetahuan tentang keberadaan atau nasib korban. Tindakan ini disetujui 
dengan maksud untuk menjauhkan mereka dari perlindngan hukum dalam 
jangka waktu yang lama. Rumusan yang janggal ini (kebanyakan tindakan ini 
telah menghilangkan orang-orang untuk selamanya, melalui eksekusi secara 
rahasia) ditujukan untuk menggambarkan sejumlah perilaku dari pemerintah 
di Amerika Selatan yang telah mengizinkan „pasukan kematian‟ beroperasi 
bersama dengan militer, dan tidak berusaha untuk melacak jejak para 
korbannya. Definisi tersebut akan memberatkan mereka yang termasuk 
dalam pasukan tersebut, atau departemen-departemen atau kantor-kantor 
pemerintah yang menutup-nutupi kegiatan tersebut. 
Apartheid dikategorikan kembali sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Namun, definisinya lebih hati-hati dibandingkan dengan yang 
tercantum dalam konvensi Apartheid. Selanjutnya, tindakan ini membutuhkan 
tindakan kejahatan yang tidak berkeperimanusiaan dengan tujuan untuk 




Sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti disebutkan dalam 
Pasal 7 Statuta Roma yang hanya benar-benar cocok jika didakwakan pada 
pimpinan politik atau militer. Ini disebabkan karena prajurit dan pembantu sipil 
mungkin melakukannya tanpa maksud untuk bertindak tidak 
berperikemanusiaan. Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa 
adalah satu contoh, dimana tujuan para pembuat kebijakan itu (tetapi tidak 
selalu menjadi tujuan mereka yang menjalankan perintah untuk 
melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan) adalah untuk melanggar 
hukum internasional. 
Kejahatan “penindasan” didefinisikan sebagai pencabutan hak-hak 
dasar dengan sengaja dan keji yang bertentangan dengan hukum 
internasional, yang dilakukan terhadap kelompok yang diidentifikasikan 
berdasarkan politik, rasa tau budaya. Kejahatan ini bisa didakwakan bagi 
para pemimpin yang melakukan „pembersihan etnis‟ yang tidak berbeda jauh 
dengan genosida. Ini juga berlaku bagi mereka yang membantu tindakan 
tersebut. 
Para supir Ford Falcons yang digunakan oleh „pasukan kematian‟ di 
Argentina, dokter-dokter yang hadir untuk mengatur penyiksaan atas 
tindakan “subversif" di pusat-pusat yang didirikan oleh Pinochet, hakim-hakim 
yang memberikan instruksi politik untuk menolak permintaan Habeus Corpus, 
dan lain sebagainya.Pengetahuan terdakwa bahwa tindakan yang dituduhkan 
kepadanya mempunyai hubungan suatu kejahatan dalam yurisdiksi 
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pengadilan (seperti genosida atau penyiksaan atau kejahatan terhadap 
kemanusiaan lainnya) merupakan unsure yang paling mendasar dalam 
tindakan kejahatan kemanusiaan. Setelah mengetahui hal itu, tak ada maaf 
lagi bagi para algojo yang menyalahgunakan profesinya dan memberikan 
bantuan dalam bentuk kekerasan. 
Bagaimanapun, kejahatan penindasan (yang definisinya 
membingungkan karena tumpang tindih antara Pasal 7 (1) h dan Pasal 7 (2 ) 
g akan menjadi senjata bagi para jaksa penuntut untuk melawan para 
pengacara, banker, tukang propaganda, orang-orang yang menggunakan 
ijazah professional mereka untuk membersihkan tangan mereka dari darah 
yang tumpah di rejim klien-kliennya. 
 
E. Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) 
Pengadilan HAM diatur dalam Undang-undang nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 
Undang-undang Pengadilan HAM, maka Pengadilan HAM merupakan 
Pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pasal 28 UU 
No. 26 Tahun 2000 mengatakan bahwa dalam Pengadilan HAM ada hakim 
ad hoc yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara 
atas usul Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan lima tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. 
38 
 
Dalam Pasal 4 dan 5 UU. No. 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa 
pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan baik di negara 
Indonesia maupun di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia 
oleh warga negara Indonesia. 
Sementara itu, Pasal 6 UU. No. 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa: 
“Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang 
yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.” 
Dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, diatur dua belas 
karakteristik tentang pengadilan HAM, yaitu: 
1. Yurisdiksi Pengadilan HAM mencakup luar batas teritorial wilayah 
negara Rl; 
2. Untuk hal-hal tertentu, hukum formal yang diberlakukan tidak 
mengikuti KUHAP, tetapi diatur tersendiri dalam UU Pengadilan HAM 
itu; 
3. Penyelidikan dilakukan Komnas HAM; 
4. Adanya ketentuan mengenai tim penyelidik ad.hoc, yang 
keanggotannya terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat; 
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5. Kewenangan penyidikan dan penuntutan berada pada Jaksa Agung. 
Namun dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tersebut, Jaksa 
Agung mengangkat penyidik ad.hoc dan penuntut ad.hoc yang terdiri 
dari unsur pemerintah dan masyarakat; 
6. Pemeriksaan pada tingkat pengadilan HAM, pengadilan tinggi HAM, 
ataupun Mahkamah Agung, dilakukan Majelis Hakim yang berjumlah 
lima orang. Mereka terdiri atas dua hakim dari setiap tingkat 
pengadilan yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad.hoc; 
7. Proses penyelesaiannya, baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan maupun pemeriksaan sidang pengadilan,. diberi tenggang 
waktu yang ketat; 
8. Adanya ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban dan 
saksi dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat; 
9. Sistem pemidanaannya berbeda dengan yang ada dalam KUHAP, UU 
HAM mematok pidana penjara paling lama 25 tahun. 
10. Ditentukannya pengadilan HAM ad.hoc untuk memeriksa dan 
memutuskan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 




11. Peran vital DPR, sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) yakni 
Pengadilan HAM ad.hoc dibentuk dengan Keputusan Presiden atas 
usul DPR. 
12. Asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi HAM itu 























A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, 
yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara 
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) 
dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dari hasil 
wawancara terhadap hakim. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang 
diperoleh dari hasil observasi secara langsung dan data sekunder, yaitu 
data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, buku-buku, atau literatur, 
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan 
permasalahan, antara lain : 
1. Bahan Hukum Primer. 
Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan penegakan hukum Kejahatan Terhadap 





2. Bahan Hukum Sekunder. 
Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum 
yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum 
primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar 
atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang 
akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang 
dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah 
doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan internet. 
3. Bahan Hukum Tersier. 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum  yang mendukung 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 
yang dipergunakan adalah Kamus Hukum. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan data sekunder. 
Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di 
lapangan (field research). Data primer ini diperoleh dengan cara 
wawancara terhadap hakim. 
Data sekunder dari pengumpulan bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, maka penulis 
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menggunakan metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (library 
research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan studi 
pustaka. Data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan 
dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan penelitian. Disamping itu juga data yang diambil penulis 
ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan-
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
D. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis 
secara kualitatif. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan 
pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang 
tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum 
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan menurut UU. No. 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan HAM. Kemudian membuat sistematika dari pasal-
pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai 






Pada bagian akhir, data yang berupa peraturan perundang-
undangan ini diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang 
diselaraskan dengan hasil dari data pendukung sehingga sampai pada 
suatu kesimpulan yang akan menjawab seluruh pokok permasalahan 





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana terhadap tindak Pidana Pelanggaran HAM 
Berat Kasus Abepura. 
Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pelanggaran HAM berat kasus abepura No: 
01/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.Mks, maka perlu diketahui diketahui terlebih 
dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan 
melihat acara pemeriksaan biasa pada pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini. 
1. Posisi Kasus 
Pada hari kamis tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 02.00 
WIT dini hari, terdapat 3 penyerangan yang berbeda: penyerangan 
Mapolsek Abepura, Pembakaran ruko di lingkaran Abepura dan 
pembunuhan satpam di kantor dinas otonom TK. I Propinsi Irian Jaya, di 
Kotaraja. Masing-masing peristiwa telah mengakibatkan Brigadir Polisi 
Petrus Epae tewas. Sedangkan Bripka Darmo, Bripka Mesak Kareni dan 
Bripka Yoyok Sugiarto menderika luka-luka. Pembakaran ruko dan toko 
arloji, jelas telah menimbulkan kerusakan. Sementara pembunuhan yang 
terjadi di kantor dinas otonom Tk. I Irian Jaya, menewaskan Markus 
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Padama, seorang satpam, dengan luka bacok dileher dan tusukan 
tombak di bagian perut.  
Atas semua peristiwa ini yang tidak diketahui pelakunya itu, 
kepolisian Polsek Abepura, yang piket malam itu melaporkan kejadian 
kepada Kapolsek AKP melalui telepon. 
Setelah mendapat laporan sekitar 02.00 WIT. Kapolres Jayapura 
AKBP. Drs. Daud Sihombing, SH langsung mendatangi Polsek Abepura 
untuk melihat situasi. Setelah berkonsultasi melalui telepon dengan 
wakapolda Irian Jaya, Brigjen Polisi Drs. Moersoetidarno Moerhadi D, 
Kapolres mengeluarkan perintah pengejaran dan penyekatan. Operasi 
tersebut dipimpin oleh Kapolres dan dibantu oleh Dansat Brimobda Irian 
Jaya Kombes Pol. Johny Wainal Usman. Oeprasi tersebut dilakukan 
dibeberapa tempat : Pengejaran di Asrama Ninmim dan menangkap 27 
penduduk sipil, pengejaran ke pemukiman warga asal Kobakma 
Mamberamo, dan Wamena Barat Kabupaten Jayawijaya dikampung 
Wamena Abe Pantai, kejadian di markas brimobda Irian Jaya, telah 
terjadi pembunuhan kilat oleh anggota brimob terhadap Elkius Suhuniap 
di Skyline, dan telah terjadi kematian dalam tahanan Polres Jayapura 
akibat penyiksaan terhadap Jhoni karunggu dan Orry Dronggi. 
Di Asrama Ninmin satuan brimob melakukan pengrusakan, 
pemindahan paksa (Involuntary displace persons), ancaman, makian, 
pemukulan dan pengambilan hak milik (rigthto property) mahasiswa. Di 
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asrama Waropen Yapen Waropen satu mahasiswa terserempet peluru. 
Yang lainnya dipukul, ditendang, dan dilempar kedalam truk untuk di 
bawa ke mapolsek. Begitu pula penyiksaan dan penangkapan terjadi di 
asrama IMI (Ikatan Mahasiswa Ilaga), penagkapan dan penyiksaan 
(Persecution) berulang-ulang terjadi juga di pemukiman penduduk sipil 
kampung Wamena di Abepantai dan suku lani asal Mamberamo di kota 
raja dan suku yali di skyline. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
    Dakwaan 
    Kesatu : 
Bahwa, ia terdakwa Superintendent, sekarang Brigadir Jenderal 
Polisi Drs. JOHNY WAINAL USMAN selaku atasan, yakni Komandan 
Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Jayapura, berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 
Skep1343/XI/2000 tanggal 8 Nopember 2000, pada hari Kamis, tanggal 7 
Desember 2000, kira-kira pukul 02.00 WIT. atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan Desember tahun 2000, bertempat di Markas 
Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja, Markas Kepolisian 
Sektor Abepura atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Hak Azasi Manusia 
(HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak melakukan pengendalian 
secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada di bawah 
48 
 
kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa 
mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas 
menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yaitu berupa 
pembunuhan. Bahwa perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan sebagai 
bagian dari serangan yang meluas atau sistimatik, yang diketahuinya 
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan, yakni terdakwa selaku atasan, yakni Komandan Satuan 
Brimob Polda Irian Jaya/Papua, yang mempunyai kekuasaan untuk 
mengendalikan bawahannya secara efektif, namun dalam pelaksanaan 
operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga 
sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, terdakwa tidak 
melakukan pengendalian terhadap bawahannya, yakni Anggota Satuan 
Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Bripka HANS 
FAIRNAP, Bripka ZAWAL HALIM, Iptu SURYO SUDARMADI dan Brigpol 
JOHN FREDRIK KAMODI, sehingga mengakibatkan korban 1 (satu) 
orang penduduk sipil meninggal dunia atas nama ELKIUS SUHUNIAP, 
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yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2000, kira-kira pukul 
01.30 WIT. telah datang ke Mapolsek Abepura sekitar 30 (tiga puluh) 
orang Papua dengan dalih mau melapor, tetapi ternyata mereka 
langsung menyerang petugas jaga dengan menggunakan senjata 
tajam berupa kampak dan parang, lalu mereka merampas 1 (satu) 
pucuk senjata api jenis Mauser yang dipegang oleh anggota Polsek 
Abepura Sertu DARMO ; 
2. Bahwa akibat penyerangan tersebut 1 (satu) orang anggota Polsek 
Abepura - Serka PETRUS EPPA meninggal dunia dan 3 (tiga) orang 
anggota Polsek Abepura lainnya yaitu Sertu DARMO, Serka MESAK 
KARENI dan Serma YOYOK SUGIARTO menderita luka-luka. Selain 
itu, sebagian peralatan penjagaan Polsek Abepura mengalami 
kerusakan. 
3. Bahwa sesudah kejadian penyerangan tersebut, kelompok orang-
orang Papua tersebut pergi meninggalkan Mapolsek Abepura. Tidak 
lama kemudian, terlihat kobaran api di daerah pertokoan 
dilingkaran/bundaran Abepura. Kelompok orang-orang Papua 
tersebut juga merusak dan membakar Gedung Kantor Otonomi 
Propinsi Papua serta membunuh seorang anggota Satpam kantor 
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tersebut yang bernama MARKUS PADAMA. 
4. Bahwa pada waktu terjadinya penyerangan tersebut salah seorang 
anggota Polsek Abepura yang bernama Serka MESAK KARENI 
berhasil meloloskan diri. Kemudian dengan menumpang sebuah 
mobil yang lewat Serka MESAK KARENI diantar ke Markas Komando 
Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja, untuk melaporkan bahwa 
Mapolsek Abepura di serang. Laporan tersebut diterima oleh Perwira 
Piket yang bernama ABDUL RAJAK HAMID, yang selanjutnya 
menyampaikan laporan tersebut kepada Komandan Satuan Brimob 
Polda Irian Jaya/Papua, Terdakwa Superintendent Drs. JOHNY 
WAINAL USMAN (sekarang Brigadir Jenderal Polisi). 
5. Bahwa terdakwa setelah menerima laporan tentang penyerangan 
Mapolsek Abepura tersebut, kira-kira pukul 02.00 WIT. 
memerintahkan Perwira Pengawas membunyikan sirene sebagai 
panggilan luar biasa kepada Semua Anggota Satuan Brimob Polda 
Irian Jaya/Papua yang ada di Markas Komando Brimob Polda Irian 
Jaya/Papua di Kotaraja untuk berkumpul di lapangan, termasuk 1 
(satu) kompi Anggota Satuan Brimob dari Resimen III Kelapa Dua 
Jakarta, yang telah berada di Jayapura sejak tanggal 1 Desember 
2000, dengan pakaian seragam lengkap dengan membawa senjata 
api jenis SS.1 lengkap dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru 
karet dan peluru tajam. 
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6. Bahwa pengendalian Anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua 
pada waktu itu langsung ditangani oleh terdakwa selaku Komandan 
Satuan Brimob Polda Irian Jaya / Papua di Kotaraja, kemudian 
memerintahkan anggota kesatuannya untuk membantu Kapolsek 
Abepura melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap 
orang-orang yang telah diduga melakukan penyerangan di Mapolsek 
Abepura sebagai berikut: 
 Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Bripka 
HANS FAIRNAP, pada kira-kira pukul 2.30 WIT. melakukan operasi 
pengejaran dan penyekatan terhadap, penduduk sipil yang dicurigai, 
yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di 
Asrama NINMIN di Jalan Biak Abepura, dan menangkap 27 (dua puluh 
tujuh) orang penduduk sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) orang 
laki-laki, yakni : 
1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama)  
2. PESUT LOKBERE  
3. ANDRIANUS GWIJANGGE  
4. SELIUS GWIJANGGE  
5. ERIAS GWIJANGGE  
6. AMION KARUNGGU  
7. JONI KARUNGGU  
8. DANIEL ELOPERE  
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9. RUBUS KOGEYA 
10.  ORI NDRONGGI 
11.  NATANIEL WESAREAK  
12.  ATNI WESAREAK  
13.  ATE WESAREAK 
14.  ELIPANUS WESAREAK 
15.  ENIAS UBRUANGGE  
16.  MEKI KOGOYA  
17.  ELIA WANDIKBO  
18.  SIMSON WEYA 
Dan 9 (sembilan) orang perempuan, yakni : 
1. EBENIA WANDIKBO 
2. LORI WANDIKBO 
3. TANDINA GWIJANGGE  
4. YOLINCE GWIJANGGE  
5. MARTINA GWIJANGGE  
6. IPLENA KOGOYA  
7. RAGA KOGOYA  
8. SEMINA TABUNI  
9. IRENE KARUNGGU 
Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura. 
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  Satuan brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah Pimpinan 
Bripka. ZAWAL HALIM, pada kira-kira pukul 5.30 WIT. melakukan 
.operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang 
dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena vana 
ada di Pemukiman warga asal Kotalima Memberamu dan Wamena Barat 
di Abe Pantai, dan menangkap 4 (empat) orang penduduk sipil, yakni: 
1.  MATIAS HELUKA 
2.  YAPAN YOKOSAM  
3.  YONIR WANIMBO 
4.  ARNOL MONDU SOKLAYO 
 Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura ; 
  Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah Pimpinan Iptu 
SURYO SUDARMADI, pada kira-kira pukul 5.30 WIT. melakukan operasi 
pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang dicurigai, 
yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang ada di 
Asrama Yapen Waropen (YAWA) , dan menangkap 5 (lima) orang 
penduduk sipil, yakni : 
1. YASON AWORI 
2. YEDIT KOROMAT  
3. JOHN AYER 
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4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR  
5. TIMOTIUS B. SIRAMI 
Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolsek Abepura ; 
  Pada hari itu juga, kira-kira pukul 08.00 WIT. Iptu SURYO 
SUDARMADI melanutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap 
penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku 
(etnis) Wamena yang ada di Pemukiman warga suku Memberamo dan 
Wamena Barat di Jalan Baru Kotaraja, dan menangkap lebih kurang 48 
(empat puluh delapan) orang penduduk sipil, yakni antara lain : 
1. YULIES KOGOYA 
2. PITER KOGOYA 
3. JHON JAKATIO WAKUR  
4. BELLES ENEMBE  
5. NOKI WONDA  
6. ABENUS WONDA  
7. YUNUS KOGOYA  
8. KABEN WONDA 
  Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura ; 
  Dan kira-kira pukul 23.00 WIT. Iptu SURYO SUDARMADI 
melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi terhadap penduduk 
sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) 
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Wamena yang ada di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di Komplek 
Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura, dan menangkap lebih kurang 14 
(empat belas) orang penduduk sipil, yakni antara lain : 
1. AMUS WAKERKWA  
2. ANDREAS WAKER 
3. ATEM MOM 
4. TIMUNIUS WAKERKWA  
5. OBET WONDA  
6. TOPILUS MURIB  
7.  DENI DEGEY 
   Selanjutnya penduduk sipil tersebut dibawa ke Mapolres Jayapura ; 
  Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah Pimpinan 
Brigpol JOHN FREDRIK KAMODI, pada kira-kira pukul 9.30 WIT 
melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil 
yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena 
yang ada di pemukiman Warga suku anal Yali Anggruh di daerah 
Skyline, Kecamatan Jayapura Selatan. Mereka mengepung rumah 
ELKIUS SUHUNIAP dan seorang anggota Brimob langsung menembak 
ELKIUS SUHUNIAP, yang mengenai punggung sebelah kiri tembus ke 
bagian dada sebelah kanan, jantung dan pembuluh darah besar jantung 
robek, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan 
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Visum Et Repertum Nomor 353/174 tanggal 13 Desember 2000 atas 
nama ELKIUS SUHUNIAP. Pada waktu itu, seorang anggota Brimob 
lainnya menembak AGUS KABAK, dan mengenai dada kanan tembus 
pada dinding perut, yang mengakibatkan terjadi pendarahan pada rongga 
dada kanan, rongga perut dan terjadi luka robek pada hati. Namun AGUS 
KABAK masih sempat meloloskan diri dari kejaran satuan Brimob 
tersebut. Kemudian Anggota satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua 
tersebut mengangkat korban - ELKIUS SUHUNIAP ke atas mobil truck  
7. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan 
atas diri ELKIUS SUHUNIAP, yang dilakukan oleh anggota satuan 
Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Brigpol JOHN 
FREDRIK KAMODI tersebut, terdakwa sebagai Komandan Satuan 
Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang mempunyai kekuasaan dan 
pengendalian yang efektif terhadap bawahannya dan terdakwa 
mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara 
jelas menunjukkan, bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru 
saja melakukan pelanggaran HAM yang berat, tidak melakukan 
tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup 
kewenangannya, untuk mencegah atau menghentikan perbuatan 
bawahannya tersebut atau menyerahkannya kepada pejabat yang 
berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. 
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Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 ayat 
(2) huruf a dan b jis, pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia. 
      Kedua : 
Bahwa, ia terdakwa Superintendent, sekarang Brigadir Jenderal 
Polisi Drs. JOHNY WAINAL USMAN selaku atasan, yakni Komandan 
Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Jayapura, berdasarkan Surat 
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 
Skep1343/XI/2000 tanggal 8 Nopember 2000, pada waktu dan tempat 
sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, tidak melakukan 
pengendalian secara patut dan benar terhadap bawahannya yang berada 
di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, dimana terdakwa 
mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas 
menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja 
melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat, yaitu berupa 
penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang 
didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, 
agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal 
sebagai hal yang dilarang menurut hukum Internasional. 
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Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan sebagai 
bagian dari serangan yang meluas atau sistimatik, yang diketahuinya 
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil dan terdakwa tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan, yakni terdakwa selaku atasan, yakni Komandan Satuan 
Brimob Polda Irian Jaya/apua, yang mempunyai kekuasaan untuk 
mengendalikan bawahannya secara efektif, namun dalam pelaksanaan 
operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang diduga 
sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, terdakwa tidak 
melakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu anggota satuan 
Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang dipimpin oleh Bripka HANS 
FAIRNAP, Bripka ZAWAL HALIM, Iptu SURYO SUDARMADI dan Brigpol 
JOHN FREDRIK KAMODI, sehingga terjadi penganiayaan terhadap 
beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipil yang mempunyai 
persamaan etnis (suku), yang dilakukan dalam keadaan dan dengan cara 
sebagai berikut : 
1. Bahwa setelah terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda 
Irian Jaya/Papua menerima laporan dari Perwira Piket di Markas 
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Komado Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja tentang terjadinya 
penyerangan sekelompok orang-orang Papua di Mapolsek Abepura, 
yang telah mengakibatkan korban 1 (satu) orang meninggal dunia 
atas nama Serka PETRUS EPPA, 3 (tiga) orang menderita luka-luka 
masing-masing atas nama Sertu DARMO, Serka MESAK KARENI 
dan Serma YOYOK SUGIARTO serta hancurnya sebagian peralatan 
penjagaan di Mapolsek Abepura, terdakwa segera memerintahkan 
Perwira Pengawas membunyikan sirene sebagai panggilan luar biasa 
kepada semua anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua yang 
ada di Markas Komando Brimob Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja 
untuk berkumpul di lapangan, termasuk 1 (satu) kompi anggota 
Satuan Brimob dari Resimen III Kelapa Dua Jakarta, yang telah 
berada di Jayapura sejak tanggal 1 Desember 2000, dengan pakaian 
seragam lengkap dengan membawa senjata api jenis SS.1 lengkap 
dengan amunisi berupa peluru hampa, peluru karet dan peluru tajam  
2. Bahwa pengendalian anggota Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua 
pada waktu itu langsung ditangani oleh terdakwa selaku komandan 
Satuan Brimob POLDA Irian Jaya/Papua. Setelah . 
mengkonsolidasikan anggota satuannya di Markas Komado Brimob 
Polda Irian Jaya/Papua di Kotaraja, kemudian memerintahkan 
anggota satuannya untuk membantu Kapolsek Abepura melakukan 
operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orang-orang yang telah 
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diduga melakukan penyerangan di Mapolsek Abepura sebagai 
berikut; 
  Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan 
Bripka HANS FAIRNAP, pada kira-kira pukul 2.30 WIT. melakukan 
operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang 
dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang 
ada di Asrama NINMIN di Jalan Biak Abepura, dan menangkap 27 (dua 
puluh tujuh) orang penduduk sipil yang terdiri dari 18 (delapan belas) 
orang laki-laki, yakni : 
1. PENEAS LOKBERE (Ketua Asrama) 
2. PESUT LOKBERE 
3. ANDRIANUS GWIJANGGE 
4. SELIUS GWIJANGGE 
5. ERIAS GWIJANGGE 
6. AMION KARUNGGU 
7. JONI KARUNGGU 
8. DANIEL ELOPERE 
9. RUBUS KOGEYA 
10. ORI NDRONGGI 
11. NATANIEL WESAREAK  
12. ATNI WESAREAK  
13. ATE WESAREAK  
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14. ELIPANUS WESAREAK  
15. ENIAS UBRUANGGE  
16. MEKI KOGOYA  
17. ELIA WANDIKBO  
18. SIMSON WEYA 
 Dan 9 (sembilan) orang perempuan, yakni : 
1. EBENIA WANDIKBO 
2. LORI WANDIKBO 
3. TANDINA GWIJANGGE  
4. YOLINCE GWIJANGGE  
5. MARTINA GWIJANGGE  
6. IPLENA KOGOYA  
7. RAGA KOGOYA  
8. SEMINA TABUNI  
9. IRENE KARUNGGU 
 Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka 
dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, pada waktu 
ditangkap, di atas truck sampai mereka diserahkan di Mapolres 
Jayapura, yang mengakibatkan saksi korban - PENEAS LOKBERE 
menderita luka lecet pada kening, kepala bagian belakang, punggung 
dan kedua tangan (kiri dan kanan), luka memar dan bengkak pada kedua 
62 
 
mata, hidung dan bibir atas, sesuai dengan Visum Et Repertum tanggal 5 
April 2002 atas nama PENEAS LOKBERE ; Saksi Korban PESUT 
LOKBERE menderita pendarahan pada mata kiri dan hidung, luka 
memar pada mata, hidung, mulut dan pipi kiri, luka lecet yang tidak 
beraturan pada punggung dan luka robek pada bokong kanan, sesuai 
Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama PESUT LOKBERE ; 
Saksi Korban JONI KARUNGGU menderita keluar darah dari telinga dan 
hidung, luka robek pada alias kanan, di atas alis mata kiri, kelopak mata 
kiri dan telinga kanan luka memar pada bibir atas kiri dan kepala bagian 
belakang, luka lecet pada rusuk kanan dan lengan atas bagian belakang, 
pendarahan di bawah kulit kepala bagian belakang dan tulang kepala 
bagian belakang retak, sesuai Visum Et Repertum Nomor 353/173 
tanggal 13 Desember 2000 atas nama JONI KARUNGGU ; Saksi Korban 
ORI NDRONGGI menderita keluar darah dari telinga dan hidung, luka 
robek pada alias mata kanan, alias mata kiri, di bawah mata kanan, dahi 
dan kepala bagian belakang, luka memar pada dahi, kepala bagian 
belakang, punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri, luka lecet 
di bawah mata kiri, kepala bagian belakang, dada kanan, punggung 
kanan dan kiri, bahu kanan dan siku kanan, pendarahan di bawah kulit 
kepala bagian belakang dan tulang kepala bagian belakang retak, sesuai 
dengan Visum Et Repertum Nomor 353/175 tanggal 13 Desember 2000 
atas nama ORY NDRONGGI ; Saksi Korban ENIAS UBRUANGGE 
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menderita luka memar pada mata, hidung dan bibir bawah, pendarahan 
dalam mata kiri, luka robek pada kepala bagian belakang dan kaki kiri, 
luka lecet pada punggung dan lengan kiri, sesuai dengan Visum Et 
Repertum tanggal 5 April 2002 atas nama ERIAS UBRUANGGE ; Saksi 
Korban SIMSON WEYA menderita luka lecet di atas mata kanan dan 
punggung, pendarahan dalam mata, mulut dan hidung, luka bengkak 
pada tangan kanan dan kaki kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum 
tanggal 5 April 2002 atas nama SIMSON 
  Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan 
Bripka ZAWAL HALIM, pada kira-kira pukul 05.30 WIT. melakukan 
operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang 
dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku ( etnis ) Wamena yang 
ada di pemukiman warga asal Kotalima Memberamo dan Wamena Barat 
di Abe Pantai. Mereka baik secara bersama-sama maupun secara 
sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 4 (empat) orang warga 
sipil yakni : 
1. MATIAS HELUKA 
2. YAPAN YOKOSAM  
3. YONIR WANIMBO 
4. ARNOL MUNDU SOKLAYO 
  Dengan cara antara lain memukul dan menendang mereka 
dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, baik pada waktu 
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ditangkap, diatas mobil truk maupun pada waktu mereka diserahkan ke 
Mapolsek Abepura, yang mengakibatkan saksi korban - ARNOL MUNDU 
SOKLAYO menderita benjolan pada punggung kiri bawah setinggi 
processus spinosus vertebra thoracalis 10 sampai vertebra lumbalis 2 
bagian atas (dengan diameter + 10 x 10 x 11/2 cm3), nyeri tekan, lunak, 
permukaan halus, kesan berkapsul, nyeri tekan pada processus spinosus 
vertebra thoracalis 7 ke bawah sampai saerum terutama lumbal 4-5. 
  Hasil rontgen foto lumbo saeral processus antero pasterior dan 
lateral didapatkan kesan faktur kompresi pada corpus vertebra lumbal 4, 
sesuai visum et repertum Nomor SV/28/IV/2002/RSAL tanggal 4 April 
2002 atas nama ARNOL MUNDU SOKLAYO. 
  Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah pimpinan Iptu 
SURYO SUDARMADI, pada kira-kira pukul 05.30 WIT, melakukan 
operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil yang 
dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena yang 
ada di Asrama Yapen Waropen (YAWA). Mereka baik secara bersama-
sama maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap 
5 (lima) orang warga sipil yakni : 
1. YASON AWORI 
2. YEDIT KOROMAT  
3. JOHN AYER 
4. DJEAN EVICK S. MAMBRASAR  
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5. TIMOTIUS B. SIRAMI 
  Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka 
dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, baik pada waktu 
ditangkap, diatas mobil truk maupun pada waktu mereka diserahkan ke 
Mapolsek Abepura, yang mengakibatkan saksi korban - YASON AWORI 
menderita luka bengkak dan memar pada hidung, mata dan punggung, 
luka lecet pada punggung dan tangan, sesuai visum et repertum tanggal 
5 April 2002 atas nama YASON AWORI ; Saksi Korban - YEDIT 
KOROMAT menderita pendarahan pada kepala bagian belakang dan 
dalam mata kanan, luka memar pada mata kiri, hidung, bibir, pipi dan 
rahang bawah, luka bengkak pada leher, luka lecet tidak beraturan pada 
punggung dan luka robek pada kaki kiri, sesuai visum et repertum 
tanggal 5 April 2002 atas nama YEDIT KOROMAT. 
  Pada hari itu juga, kira-kira pukul 08.00 WIT. Iptu SURYO 
SUDARMADI melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap 
penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku 
(etnis) Wamena yang ada di Pemukiman warga suku Memberamo dan 
Wamena Barat di Jalan Baru Kotaraja, dan menangkap lebih kurang 48 
(empat puluh delapan) orang penduduk sipil, yakni antara lain : 
1. YUILES KOGOYA 
2. PITER KOGOYA 
3. JHON JAKATIO WAKUR  
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4. BELLES ENEMBE 
5. NOKI WONDA 
6. ABENUS WONDA  
7. YUNUS KOGOYA  
8. KABEN WONDA 
  Dengan cara antara lain memukuli dan menendang mereka 
dengan menggunakan popor senjata dan sepatu lars, baik pada waktu 
ditangkap, diatas mobil truk maupun pada waktu mereka diserahkan ke 
Mapolres Jayapura ; Dan kira-kira pada pukul 23.00 WIT. Iptu SURYO 
SUDARMADI melanjutkan operasi pengejaran dan penyekatan lagi 
penduduk sipil yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku 
(etnis) Wamena yang ada di Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga (IMI) di 
Komplek Perumahan BTN PUSKOPAD Abepura, dan menangkap lebih 
kurang 14 (empat belas) orang penduduk sipil, yakni antara lain : 
1. AMUS WAKERKWA 
2. ANDREAS WAKER  
3. ATEM MOM 
4. TIMUNIUS WAKERKWA  
5. OBET WONDA  
6. TOPILUS MURIB  




   Dengan cara antara lain memukuli dan menendang. mereka 
dengan menggunakan popor senjata dan sepatu laras, baik pada waktu 
ditangkap, diatas mobil truk sampai mereka diserahkan ke Mapolres 
Jayapura, yang mengakibatkan saksi korban - ANDERAS WAKER 
menderita luka memar pada bibir bagian dalam, luka lecet yang tidak 
beraturan pada punggung, luka robek pada bokong dan bengkak pada 
kedua tungkai, sesuai visum et repertum tanggal 5 April 2002 atas nama 
ANDREAS WAKER ; Saksi korban ATEN MOM menderita pendarahan 
dalam mata dan hidung, luka robek pada alis mata kanan dan kening, 
sesuai visum et repertum tanggal 5 April 2002 atas nama ATEN MOM. 
   Satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua di bawah Pimpinan 
Brigpol JOHN FREDRIK KAMODI, pada kira-kira pukul 9.30 WIT 
melakukan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap penduduk sipil 
yang dicurigai, yakni orang-orang Papua terutama suku (etnis) Wamena 
yang ada di pemukiman Warga suku asal Yali Anggruh di daerah Skyline, 
Kecamatan Jayapura Selatan. Mereka baik secara bersama-sama 
maupun secara sendiri-sendiri melakukan penganiayaan terhadap diri 
AGUS KABAK dengan cara menembaknya, yang mengenai dada kanan 
tembus pada dinding perut, yang mengakibatkan terjadi pendarahan 
pada rongga dada kanan, rongga perut dan terjadi luka robek pada hati, 
sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 353/59 tanggal 18 April 2002 
atas nama AGUS KABAK. Sedangkan LILIMUS SUHUNIAP dianiaya 
68 
 
dengan cara antara lain dipukuli dan ditendang dengan menggunakan 
popor senjata dan sepatu lars, baik pada waktu ditangkap, diatas mobil 
truck maupun pada waktu itu diserahkan ke Mapolres Jayapura 
3. Bahwa terhadap pelanggaran HAM yang berat berupa penganiayaan, 
yang dilakukan oleh anggota satuan Brimob Polda Irian Jaya/Papua 
yang dipimpin oleh Bripka HANS FAIRNAP, Bripka ZAWAL HALIM, 
Iptu SURYO SUDARMADI dan Brigpol JOHN FREDRIK KAMODI 
tersebut, terdakwa selaku Komandan Satuan Brimob Polda Irian 
Jaya/Papua yang mempunyai kekuasaan dan pengendalian yang 
efektif terhadap bawahannya dan terdakwa mengetahui atau secara 
sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan, bahwa 
bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan 
pelanggaran HAM yang berat, tidak melakukan tindakan yang layak 
dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya, untuk 
mencegah atau menghentikan perbuatan bawahannya tersebut atau 
menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan 
  Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 42 
ayat (2) huruf a dan b jis, pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf, h dan pasal 40 





3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
  Tuntutan penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada 
pokoknya mohon supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal 
Usman, secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, berupa 
Kejahatan Kemanusiaan dengan cara pembunuhan dan 
penganiayaan” sebagaimana didakwakan pada kesatu dan kedua. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) tahun. 
3. Menyatakan barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara, 
karena akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani baiaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
5. Menyatakan barang bukti berupa : 
- Foto copy Surat Keputusan KAPOLRI Nomor Pol.: SKEP / XI/2000 
tanggal 8 November 2000, tentang Pengangkatan Drs. JOHNY 
WAINAL USMAN selaku Dansat Brimob Bawah Kendali Operasi, 
untuk itu back-up juga termasuk bawah kendali, yaitu 
melaksanakan bantuan satuan kewilayahan atau yang lebih keren 
disebut dengan BKO, kemudian mengenai tanggung jawab BKO 
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dan back-up adalah sama dan tidak ada bedanya;POLDA Irian 
Jaya; 
- Foto copy Surat Perintah KAPOLRI No.Pol.: Sprin/4205/XI/2000 
tanggal 22 Nevember 2000, tentang Pelaksanaan Tugas operasi 
Kepolisian Pengamanan wilayah di Daerah POLDA Irian Jaya 
Sebagai Pasukan Perkuatan tambahan; 
- Foto copy Surat Perintah Kapolda Irian Jaya No. Pol.: 
Sprin/20/I/2001 tanggal' 16 Januari 2001, tentang Surat Perintah 
Tugas BKO Resimen 111 Yon "B" KORBRIMOB POLRI ke Polres 
Jayapura; 
- Visum Et Repertum Nomor: 353/174 tanggal 13 Desember 2000, 
a.n: ELKIUS SUHUNIAP; 
- Surat Medical Record/Resume penderita Rawat Inap (Asli] dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jaya Pura,Papua, atas nama Tn. 
PENIAS LOKBERE, umur 24 tahun, jenis kelamin laki - laki, 
Agama Kristen Protestan, pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama 
NINMIN, Jalan Biak; 
- Visum Et Repertum tanggal 5 April 2002 LOKBERE [asli]; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap [asli] dari 
Rumah sakit Dian Harapan Jaya Pura,Papua atas nama Tn. 
PESUT LOKBERE, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama 
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Kristen protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama NINMIN, 
Jalan Biak; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. PESUT LOKBERE 
(asli) ; 
- Visum et repertum Nomor 353/173 tanggal 13 Desember 2002 
a.n. JONI KARUNGGU ; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama Tn. 
ERIAS UBRUANGGE, umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, 
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama 
Ninmin, Jalan Biak ; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. ERIAS UBRUANGGE   
(asli) ; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama Tn. 
SIMSON, umur 21 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen 
Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama Ninmin, Jalan 
Biak ; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. SIMSON (asli) ; 
- Visum et repertum Nomor SV/28/IV/2002/RSAL tanggal 4 April 
2002 a.n. ARNOLD MUNDU SOKLAYO ; 
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- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama Tn. 
YASON AWORI, umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama 
Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Kesehatan 
; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. YASON AWORI (asli) 
; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama Tn. DAT 
WONDA, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen 
Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan Baru Kotaraja ; 18. 
Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. DAT WONDA (asli) ; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama 
Tn.YEDIT KOROMAT, umur 18 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, 
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jalan 
Kamp Key ; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. YEDIT KOROMAT 
(asli) 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama 
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Tn.MICHAEL KLABO, umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, 
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Kamp 
Key ; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. MICHAEL KLABO 
(asli)  
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama 
Tn.ANDREAS WAKER, umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, 
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama 
IMI BTN Puskopad; 
-  Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. ANDREAS WAKER 
(asli) 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama 
Tn.ATTEN MOM, umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama 
Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama IMI ; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. ATTEN MOM (asli) ; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama 
Tn.TANDIUS KOGOYA, umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, 
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama 
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IMI BTN Puskopad; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. TANDIUS KOGOYA    
(asli) ; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama 
Tn.PETIANUS, umur 18 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama 
Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Asrama IMI 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. PETIANUS (asli) ; 
- Surat Medical Record/Resume Penderita Rawat Inap (Asli) dari 
Rumah Sakit Dian Harapan Jayapura, Papua atas nama Tn.AGUS 
KABAK, umur 17 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen 
Protestan,, Pekerjaan Pelajar, Alamat Nimboran ; 
- Visum et repertum tanggal 5 April 2002 a.n. AGUS KABAK (asli)  
- Surat Kapolres Jayapura No.B/1091/XII/2000/Kodal tanggal 16 
Desember 2000  
- Petunjuk Pelaksanaan No.Pol. JUKLAK/08/V/1994 tanggal 27 Mei    
1994  
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.SKEP/12/I/2001/PROV 
tanggal 18 Januari 2001 atas nama : Drs. Yosi Muharmatha, 
berupa Hukuman Teguran 
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.SKEP/13/I/2001/PROV 
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tanggal 18 Januari 2001 atas nama : Suryo Sudarmadji, berupa 
Hukuman Teguran  
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.SKEP/14/I/2001/PROV 
tanggal 18 Januari 2001, atas nama : Abdul Rajak Hamid, berupa 
Hukuman Teguran ; 
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.SKEP/15/I/2001/PROV 
tanggal 18 Januari 2001, atas nama : Sawaluddin, berupa 
Hukuman Teguran ; 
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.SKEP/16/I/2001/PROV 
tanggal 18 Januari 2001, atas nama Sawal Halim, dibebaskan ; 
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.SKEP/17/I/2001/PROV 
tanggal 18 Januari 2001, atas nama : Jhon Kamodi, berupa 
Hukuman Penahanan ringan selama 14 hari ; 
- Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Pol.SKEP/18/I/2001/PROV 
tanggal 18 Januari 2001, atas nama Hans, berupa Hukuman 
Penahanan Ringan selama 14 hari ; 
- Surat Perintah Penyidikan No. Pol.Sprin/16/01/ I/2001/Sat.BM. 
tanggal 10 Januari 2001 ;  
- 4 buah parang bergagang kayu disita tanggal 7 Desember 2000 di 
Polsek Abepura. 
- 2. buah parang bergagang kayu disita tanggal 7 Desember 2000 
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di Polsek Abepura. 
- 2 buah kapak bergagang kayu disita tanggal 7 Desember 2000 di 
Kantor Otonomi Papua. 
- 2 buah parang tulang macan, bergambar tulang kasuari disita 
tanggal 7 Desember 2000 di Polsek Abepura. 
- 1 ikat busur dan tombak disita tanggal 7 Desember 2000 di sekitar 
Polsek Abepura. 
- 1 ikat busur dan anak panah disita tanggal 7 Desember 2000 di 
Kantor Otonomi. 
4. Analisis Penulis 
Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) merumuskan 
dua dakwaan yang bersifat kumulatif, yaitu tanggung jawab atasan 
terhadap pelanggaran ham berat atas pembunuhan dan penganiayaan. 
Terhadap dua peristiwa ini, JPU telah mengumpulkan sejumlah bukti dan 
membuat argumen yang disusun dalam berkas perkara, surat dakwaan 
dan surat tuntutan. Untuk membuktikan adanya tanggung jawab pidana 
terdakwa tersebut maka sesungguhnya JPU harus membuktikan dulu 
terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran ham berat dan unsur-unsur 
pertanggung-jawaban atasan (komando). Unsur-unsur pelanggaran ham 
berat meliputi: (1) Salah satu yang disebutkan Pasal 9 UU No. 26 th 2000, 
dalam kasus ini adalah pembunuhan dan penganiayaan; (2) Serangan 
77 
 
yang ditujukan pada penduduk sipil; (3) meluas dan (atau) sistematis. 
Sementara itu, unsur pertanggung-jawaban atasan meliputi: (1) 
Hubungan atasan bawahan dengan pengendalian efektif; (2) 
Pengetahuan atau pengetahuan yang konstruktif yang dimiliki oleh 
atasan; (3) Kegagalan atasan untuk mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan 
.Sebelumnya, kita harus melihat Laporan KPP HAM mengenai 
kasus Abepura ini yang merupakan alas bagi JPU untuk melakukan 
proses hukum selanjutnya. Tahap penyelidikan telah diselesaikan oleh 
KPP HAM pada bulan Mei 2005. Hasil penyelidikan tersebut sebenarnya 
telah merekomendasikan 4 pelanggaran ham berat, namun oleh JPU 
hanya dikemukakan dua yaitu pelanggaran ham berat dalam bentuk 
perbuatan pembunuhan dan penyiksaan. 
Unsur pertama dalam pelanggaran ham berat yaitu adanya 
pembunuhan telah diuraikan secara memadai oleh laporan hasil 
penyelidikan KPP HAM. Dalam kesimpulan penyelidikannya KPP HAM 
menyebutkan bahwa telah terjadi tindakan pembunuhan kilat (summary 
killing) di daerah Skyline yang mengakibatkan meninggalnya Elkius 
Suhuniap akibat ditembak oleh anggota BRIMOB. Berdasarkan hasil 
visum et repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah 
Jayapura disimpulkan bahwa sebab kematian korban adalah karena 
mengalami luka tembak masuk pada punggung kiri dan keluar pada dada 
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kanan. Dan korban mati akibat robekan pada jantung dan pembuluh 
darah besar jantung. 
Sementara itu, penganiayaan yang juga merupakan salah satu 
unsur terpenuhinya pelanggaran ham berat, terbukti dalam laporan KPP 
HAM ini telah dilakukan terhadap sejumlah korban. Penganiayaan yang 
dikemukakan oleh laporan KPP HAM dalam bentuk-bentuk sebagai 
berikut; pemukulan dengan menggunakan tangan, popor senjata, sekop, 
rotan dan balok ukuran 5 x 5 cm, balok 5 x 10 cm; penendangan dengan 
sepatu lars; penyundutan puntung rokok pada tangan korban; penyiraman 
dengan air pada tubuh yang luka; pemotongan rambut dan kemudian 
disuruh memakannya; disuruh minum air bercampur darah; serta menjilat 
darah yang menetes di lantai serta makian-makian yang merendahkan 
martabat. 
Selanjutnya, untuk memenuhi kualifikasi sebagai tindakan 
pelanggaran HAM berat maka tindakan pembunuhan dan penganiayaan 
yang dilakukan tersebut diatas harus merupakan serangan yang ditujukan 
pada penduduk sipil yang dilakukan secara berganda (multiciplicity 
commission of acts). Laporan KPP HAM menyebut secara komprehensif 
bagaimana tindakan yang dilakukan secara berganda itu terjadi, bahkan 
jauh sebelum terjadinya peristiwa 7 Desember 2000. Menurut laporan 
tersebut, Polda Irian Jaya menjelang Desember 2000 menyatakan 
Propinsi Papua berada dalam situasi siaga I. Kebijakan itu diambil 
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berdasarkan dinamika politik yang terjadi yaitu banyaknya aksi 
demonstrasi dan aksi pengibaran bendera. Jika dilihat dari beberapa 
kebijakan keamanan di atas maka sikap dan tindakan aparat Kepolisian 
dalam mengejar dan menangkap orang pasca penyerangan Polsek 
Abepura tanggal 7 Desember 2000 bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-
tiba, melainkan suatu sikap dan tindakan terpola untuk menangani 
berbagai masalah di Propinsi Irian Jaya (Papua) yang presedennya bisa 
dilihat dari tindakan-tindakan aparat Kepolisian jauh hari sebelumnya. Jadi 
sikap dan tindakan Polisi terhadap siapa saja yang mereka curigai 
sebagai pelaku separatis (OPM atau simpatisannya) pasca penyerangan 
Polsek Abepura adalah merupakan satu kesatuan tindakan atau satu 
bagian dari keseluruhan kebijakan Kepolisian (keamanan) yang secara 
sistematis telah berlangsung lama di Papua. Fakta peristiwa yang 
menunjukan pola dari sikap dan tindakan aparat Kepolisian itu bisa dilihat 
dari cara-cara atau pola penanganan aksi-aksi masyarakat Papua jauh 
sebelum peristiwa 7 Desember 2000 terjadi khususnya menyangkut aksi 
pengibaran bendera Bintang Kejora. Dari beberapa fakta peristiwa yang 
terjadi antara tahun 1998-2000 terlihat bahwa aparat Kepolisian di Irian 
Jaya begitu mudah melakukan penembakan, penangkapan dan 
penahanan, serta penyiksaan terhadap orang-orang yang melakukan aksi 
protes atau orang yang dikategorikan separatis. Fakta-fakta peristiwa 
terpenting tersebut adalah: 
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a) Tragedi Biak 6 Juli 1998 
b) Tragedi Sorong, 5 Juli 1999 
c) Tragedi Timika, 2 Desember 1999 
d) Tragedi Merauke 16 Februari 2000e) Tragedi Nabire 28 Februari – 
4 Maret 2000 
f) Tragedi Sorong, 27 Juli 2000 
g) Tragedi Sorong, 22 Agustus 2000 
h) Tragedi Wamena 6 Oktober 20002 
Dengan mengungkap peristiwa sebelum 7 Desember 2000 
tersebut maka Laporan KPP HAM ini akan sangat berguna untuk 
mengungkap terjadinya tindakan yang bersifat sistematis dan (atau) 
meluas dalam peristiwa pengejaran dan penyekatan (penangkapan) 
terhadap para korban. 
Dalam laporan KPP HAM disebutkan juga bahwa semua korban 
yang telah diperiksa kemudian dilepaskan. Secara implisit peristiwa 
pelepasan para tahanan ini menunjukkan bahwa mereka hanyalah 
penduduk sipil yang tidak terbukti merupakan anggota dari gerakan 
separatis. Dari dua unsur bahwa tindakan pembunuhan dan 
penganiayaan yang dilakukan tersebut diatas harus merupakan serangan 
yang dilakukan secara berganda (multiciplicity commission of acts) dan 
obyek serangan adalah penduduk sipil maka salah satu unsur 
pelanggaran ham berat sudah terpenuhi. 
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Sementara untuk membuktikan terpenuhinya unsur sistematis, 
Laporan KPP HAM sudah cukup membangun argumen bahwa terdapat 
hubungan antara kebijakan negara terhadap Papua dengan peristiwa 
pengejaran dan penyekatan pasca penyerangan Mapolsek Abepura. 
Kebijakan negara terhadap Papua itu tertuang dalam Rencana Operasi 
Pengkondisian Wilayah Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dalam 
Menyikapi Arah Politik Irian Jaya (Papua) Untuk Merdeka dan Melepaskan 
Diri Dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Isi dokumen ini adalah 
rencana operasi menyeluruh dari pemerintah untuk menghadapi gerakan 
rakyat Papua yang dikategorikan sebagai gerakan separatis. Rencana ini 
disusun pada rapat gabungan tanggal 8 Juni 2000 oleh Dirjen Kesbang 
dan Limas Depdagri. Pihak Kepolisian Irian Jaya menterjemahkan 
Rencana Operasi itu dengan membuat Telaahan Staf Tentang Upaya 
Polda Irian Jaya Menanggulangi Separatis Papua Merdeka Dalam 
Rangka Supremasi Hukum pada bulan November 2000. Telaah staf ini 
kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun operasi yang disebut “Operasi 
Tuntas Matoa 2000” yang berlangsung selama 90 hari. Operasi ini 
ditujukan kepada gerakan separatis OPM dan simpatisannya. 
Operasi Tuntas Matoa ini menunjukkan aparat Polda Irian Jaya 
telah memiliki dan mempersiapkan suatu rencana operasi yang sistematis 
dalam bertindak terhadap apa yang mereka sebut sebagai gerakan 
separatis. Kebijakan Kepolisian itu adalah bagian dari kebijakan negara 
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secara keseluruhan. Dua dokumen ini menunjukan adanya unsur 
sistematis yakni memperlihatkan tindakan yang terorganisir dan mengikuti 
pola yang berulang, berdasarkan kebijakan yang melibatkan secara 
substansial sumber daya baik milik umum ataupun perorangan. 
Laporan KPP HAM juga dapat digunakan sebagai indikasi atas 
dugaan terpenuhinya unsur mental (mens rea), bahwa terdakwa 
mempunyai pengetahuan bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran ham 
berat. KPP HAM menyimpulkan bahwa Johny Wainal Usman merupakan 
individu yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap 
kemanusiaan karena posisi dan tindakan-tindakan pada tingkat 
pengendali sebagai komandan Satuan Brimob Polda Irian Jaya yang 
membantu Kapolres Jayapura dalam mengendalikan operasi pengerahan 
Satuan Brimob Polda Irian Jaya. Beberapa hal/situasi yang dapat 
dijadikan pertimbangan tersebut adalah bahwa jumlah tindak pidana yang 
dilakukan adalah cukup banyak yaitu meliputi berbagai macam 
penganiayaan bahkan ada yang sampai menimbulkan korban meninggal. 
Selain itu para korban ada yang dibawa juga ke Markas Brimobda Irian 
Jaya dimana terdakwa berkantor. Hal ini menunjukkan adanya actual 
knowledge dari terdakwa. 
Dalam penjelasannya UU No. 26 tahun 2000 menyebutkan bahwa 




dalam Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP menyebut unsur-unsur dari 
tindak pidana pembunuhan adalah adalah adanya kesengajaan dan 
adanya rencana terlebih dahulu. Penggalian bukti-bukti mengenai kedua 
unsur tersebut perlu dikemukakan lebih lanjut dalam persidangan untuk 
memenuhi unsur-unsur yang dimaksud sebagai pembunuhan. Surat 
dakwaan hanya menyebut pengejaran dan penyekatan yang dilakukan di 
Skyline dan menunjukkan bukti adanya visum et repertum serta ancaman 
pidana terhadap tindak pidana pembunuhan berdasar Pasal 9 huruf (a). 
Dalam surat tuntutan, fakta persidangan melalui keterangan para saksi 
kurang menunjukkan elaborasi dari unsur perencanaan ini. Sementara itu 
dalam analisa hukumnya, pemahaman perencanaan didasarkan pada 
Arrest Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909. Hal ini dirasakan kurang 
relevan dan akan lebih baik kalau menggunakan yurisprudensi yang 
berlaku dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. 
Apabila JPU melihat dengan seksama laporan KPP HAM maka 
JPU dapat mengaitkan latar belakang historis dan politis dari kejadian 
yang terjadi di wilayah Papua sejak lama sebelumnya dan serangan 
terkoordinasi yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu 
indikasi adanya unsur perencanaan, sebab rencana tidak harus 
dinyatakan secara tegas atau terang-terangan, tetapi bisa dilihat dari 
indikasi-indikasi tersebut diatas. 
Sedangkan unsur kesengajaan, fakta persidangan menunjukkan 
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bahwa keterangan Agus Kabak yang menyebutkan dia ditembak pada 
jarak 10 meter secara analogi dapat digunakan untuk memperkuat 
dugaan adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan yang dilakukan 
terhadap Elkius Suhuniap. 
Namun sayangnya, fakta persidangan tidak mengeksplorasi 
keterangan dr. Freddy Naiborhu atas luka tembak yang diderita oleh 
Elkius Suhuniap. Dari luka tembak tersebut kemungkinan dapat 
diperkirakan bagaimana tembakan tersebut diarahkan dan dalam jarak 
berapa meter tembakan tersebut dilepaskan untuk membuktikan adanya 
unsur kesengajaan. Namun demikian, akan lebih baik lagi kalau JPU juga 
dapat mengemukakan bukti selongsong peluru yang tercecer dari 
peristiwa tersebut untuk uji balistik. Patut disayangkan sejak awal tidak 
terlihat upaya untuk mengemukakan bukti-bukti yang demikian sebagai 
bukti kuat selain dari keterangan para saksi. 
Dugaan unsur kesengajaan lain yang dapat dilakukan adalah 
dengan eksplorasi terhadap adanya dugaan pelanggaran protap seperti 
yang dapat disimpulkan dari keterangan terdakwa. Menurut keterangan 
terdakwa bahwa sebelum menggunakan peluru tajam terdapat beberapa 
prosedur penggunaan peluru hampa dan peluru karet terlebih dahulu. 
Peluru tajam akan digunakan jika sudah mengancam keselamatan 
petugas dan apabila keadaan sudah mendesak atau darurat. Sementara 
terdakwa juga mengakui bahwa keadaan pada waktu itu masih dapat 
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dikendalikan. Artinya berdasarkan keterangan terdakwa ini dapat 
disimpulkan bahwa unsur kesengajaan terbukti dengan niat dari pelaku 
untuk menyebabkan terbunuhnya Elkius Suhuniap karena dalam keadaan 
yang masih terkendali pelaku melepaskan tembakan dengan peluru tajam 
yang secara normal dapat disadari akibat dari tembakan peluru tajam 
yang dilepaskan tersebut adalah terbunuhnya korban. 
Komentar secara umum terhadap hal tersebut diatas adalah 
bahwa nampaknya ketentuan yang menyatakan bahwa yang dimaksud 
sebagai pembunuhan seperti apa yang disebut dalam Pasal 340 KUHP, 
yang mensyaratkan adanya unsur perencanaan dan kesengajaan adalah 
tidak tepat berdasar maksud dan tujuan dari dibentuknya UU No. 26 tahun 
2000 ini 
 Oleh karenanya JPU perlu juga mengemukakan dalam analisa 
hukumnya mengenai bagaimana hukum internasional,dalam hal ini 
Statuta Roma yang menjadi acuan UU 26 tahun 2000, mengatur masalah 
tersebut. JPU juga dapat mengemukakan yurisprudensi internasional 
mengenai unsur-unsur pembunuhan sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan yaitu adalah (1) korban tersebut mati; (2) kematiannya 
sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan (omission) 
dari pelaku atau bawahannya; (3) ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau 
bawahannya memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban 
dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban 
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seperti itu dapat menyebabkan kematian. 
Selanjutnya pembuktian terhadap unsur penganiayaan mengalami 
penyempitan peristiwa karena tidak dicantumkannya dalam dakwaan 
penganiayaan yang terjadi pada saat para korban ditahan di Markas 
Brimobda Papua, Mapolres Jayapura dan Mapolsek Abepura. Dengan 
demikian maka terjadi pula penyempitan cara-cara penganiayaan yang 
dilakukan terhadap para korban. 
Surat dakwaan juga mencantumkan Ancaman pidana dalam pasal 
9 huruf (h) mengenai penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu 
atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, 
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang 
diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum 
internasional. Kelompok yang teridentifikasi sebagai korban adalah 
terutama mereka yang diyakini oleh pihak Brimob sebagai anggota 
separatis karena sesungguhnya kepolisian sendiri dalam menetapkan 
situasi Siaga I dan berbagai kebijakan keamanan atau operasi jauh 
sebelum peristiwa 7 Desember terjadi, bertolak dari asumsi yang apriori 
terhadap dinamika politik rakyat Papua. Kepolisian mengkategorikan 
seluruh gerakan rakyat Papua sebagai gerakan separatis. Dengan asumsi 
yang apriori itu aparat kepolisian mengidentifikasi kelompok-kelompok 
rakyat Papua sebagaimana yang mereka yakini. 
Tetapi anehnya dalam analisa hukum surat tuntutan, justru yang 
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mengemuka kemudian penganiayaan yang dilakukan atas dasar 
serangan terhadap suku etnis tertentu yaitu suku Wamena. Tidak ada 
dasar pembuktian sama sekali terhadap analisa hukum ini baik yang 
diungkapkan sebagai fakta persidangan maupun fakta hukum. Bahkan 
sejak dari Laporan KPP HAM maupun berkas perkara tidak dikemukakan 
penganiayaan yang dilakukan atas suku Wamena ini. Dan jika seandainya 
memang penganiayaan ditargetkan pada spesifik suku Wamena 
bukankah hal ini dapat dijadikan salah satu unsur pembuktian adanya 
kejahatan genosida? 
Selanjutnya pembuktian terhadap unsur meluas dapat dilakukan 
melalui 3 (tiga) hal. Pertama, unsur meluas dibuktikan melalui pengertian 
jumlah korban yang cukup banyak yang dapat disebutkan dan dibuktikan 
dalam Surat Tuntutan. Kedua, keterangan dari terdakwa atas pengerahan 
sumber daya yang cukup besar yaitu 3 pleton anggota satuan brimob 
(lebih kurang 100 personil) serta pengerahan personil polisi dari Polres 
Jayapura dan Polsek Abepura juga telah dapat ditunjukkan untuk 
membuktikan adanya unsur meluas ini. Ketiga, fakta hukum lain yaitu 
penyerangan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda-beda juga 
menunjukkan adanya unsur meluas. Namun sayangnya, pengertian 
meluas dalam analisa hukum hanya menyebut definisi saja tetapi tidak 
menguraikan fakta hukum yang terjadi maupun analisa yang mendukung 
argumen. Padahal semua proses yang dijalani dan ditempuh oleh JPU 
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sudah memberikan dasar dan buktinya. Hal-hal tersebut diatas tidak 
dijadikan fakta hukum dan analisa hukum dalam surat tuntutan. 
Demikian juga pembuktian terhadap unsur sistematis, fakta 
persidangan yang disebut dalam surat tuntutan hanya sebatas pem-BKO-
an satuan Brimob, dan kurang melakukan eksplorasi terhadap kebijakan 
negara terhadap Papua secara mendasar dan menyeluruh sehingga 
argumen yang dibangun atas pembuktian akan adanya unsur sitematis 
kurang meyakinkan. Dalam analisa hukum hanya menyebut pengertian 
dan definisi sistematis tetapi tidak menguraikan fakta hukum yang terjadi 
maupun analisa yang mendukung argumen. Sebenarnya JPU dapat 
bersifat kritis dengan memaparkan dan menganalisa fakta-fakta kebijakan 
negara yang sebenarnya bersifat legal akan tetapi telah ditempuh cara-
cara illegal dalam rangka melaksanakan kebijakan. 
Selanjutnya, dalam surat dakwaan disebutkan bahwa secara de 
jure terdakwa mempunyai kendali efektif atas pasukan Brimob organic 
berdasar Surat Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
Polisi: Skep-1343/XI/2000 tanggal 8 Nopember 2000. Sementara dalam 
Surat Tuntutan berdasar fakta persidangan terjadi kesulitan untuk 
menentukan pertanggungjawaban Dan Sat secara de jure terhadap 
anggota satuan Brimob yang di BKO-kan karena pertanggungjawaban 
secara langsung ada pada satuan dimana pasukan tersebut di BKO-kan 
yaitu kepada Polda atau Polres. Pertanggungjawaban Dan Sat secara de 
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jure hanya pada anggota satuan organik. Secara de jure anggota satuan 
Brimob Kelapa Dua yang di BKO kan tidak berada dibawah pengendalian 
Dan Sat Brimob Polda Papua, namun demikian paling tidak secara de 
facto (karena kondisi panggilan luar biasa) serta atas dasar fakta yang 
terjadi di lapangan Dan Sat Brimob (terdakwa) terbukti mempunyai kendali 
efektif baik terhadap satuan Brimob Papua maupun anggota Brimob 
Kelapa Dua yang di BKO kan. Hal ini dikuatkan oleh keterangan dan 
pendapat baik dari petinggi Kepolisian lain maupun saksi ahli. 
Sementara untuk pembuktian adanya pengetahuan atau 
pengetahuan yang konstruktif dari terdakwa dalam fakta persidangan 
ditunjukkan oleh keterangan terdakwa dan keterangan beberapa saksi. 
Keterangan-keterangan tersebut menyatakan keberadaan terdakwa di 
Mapolsek Abepura dan keberadaan terdakwa di Kantor Markas Brimob 
Kotaraja yang mengindikasikan pengetahuan atau secara konstruktif 
seharusnya mempunyai pengetahuan terhadap apa yang dilakukan oleh 
Sat Brimob dalam melakukan pengejaran dan penyekatan. Namun 
sayangnya dalam analisa hukum hal ini tidak dikemukakan secara jelas. 
Analisa yang dilakukan justru melakukan pengulang-ulangan atas 
terjadinya peristiwa penangkapan dan pengejaran. Dalam analisa hukum 
ini JPU masih sering rancu dalam menjabarkan unsur-unsur yang ada 
dalam pertanggungjawaban atasan satu sama lain. Seharusnya dalam 
analisanya JPU bisa mengungkapkan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-
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bukti persidangan bahwa terdakwa mempunyai informasi yang jelas 
mengenai resiko yang signifikan bahwa bawahan telah melakukan atau 
akan melakukan tindak pidana. Fakta bahwa para pelaku pengejaran dan 
penyekatan dibekali dengan peluru tajam serta diliputi emosi dan dendam 
karena adanya anggota kepolisian yang menjadi korban bisa dikaitkan 
dengan pengetahuan terdakwa akan adanya resiko yang mungkin timbul 
dalam pengejaran dan penyekatan tersebut. 
Pembuktian kegagalan terdakwa untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan seharusnya lebih banyak ditunjukkan dalam 
fakta persidangan melalui penggalian bukti-bukti berkaitan dengan 
penelusuran kegagalan terdakwa untuk melakukan pencegahan dan 
penghentian terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sat 
Brimob. Pernyataan terdakwa yang menyatakan tidak pernah 
berkomunikasi dengan Sat Brimob yang dikirim untuk mem-back-up 
Mapolsek Abepura dan keterangan terdakwa yang memerintahkan 
petugas yang datang melapor untuk meneruskan warga masyarakat yang 
dibawa ke Mako Brimob Kotaraja ke Mapolres Jayapura mengindikasikan 
tidak adanya upaya terdakwa untuk mencegah dan menghentikan 
tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak buahnya. 
Terdakwa seolah tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya. 
Tidak ada alasan bagi terdakwa untuk tidak mengetahui tentang adanya 
pengejaran dan penangkapan yang dilakukan oleh Sat Brimob. Masalah 
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ini seharusnya lebih digali untuk mendapatkan kesimpulan yang 
meyakinkan. Dalam analisa hukumnya, kesimpulan yang diambil sangat 
lemah atas masalah kegagalan melakukan upaya pencegahan dan 
penghentian terhadap tindakan pelanggaran hukum, sebab fakta yang 
dikemukakan kurang dieksplorasi. 
Sementara itu upaya preventif yang harus dilakukan oleh Dan Sat 
Brimob adalah upaya untuk menindak dan menghukum pelaku, apabila 
hal ini tidak bisa dilakukan maka Dan Sat Brimob harus melaporkannya 
pada pimpinan diatasnya. Upaya penindakan yang terungkap dalam 
berkas perkara hanyalah mengeluarkan Surat Perintah kepada Kanit 
Provos Brimob untuk memeriksa anggota Brimob yang diduga terlibat 
dalam pelanggaran HAM berat. Namun demikian ternyata karena para 
komandan yang diperiksa tidak ada yang mengaku kepada mereka hanya 
dijatuhi hukuman disiplin. Seharusnya menjadi pertanyaan kemudian 
apakah pengakuan hanya satu-satunya alat atau cara untuk menemukan 
dan membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam 
pelaksanaan tugas kepolisian. Bukankah kenyataan ini cukup 
memberikan bukti ketidak seriusan pemeriksaan? 
Penelusuran selanjutnya yang perlu digali adalah apakah perintah 
Kapolda telah dijalankan dengan semestinya oleh Dan Sat Brimob dan 
apabila sudah dilakukan apakah cukup memadai dan dilakukan dengan 
serius bukan sekedar formalitas saja sehingga sanksi yang dijatuhkan 
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pada pelaku pelanggaran kemanusiaan cukup memadai. Kesulitan yang 
muncul dalam membuktikan terpenuhinya unsur kegagalan terdakwa 
dalam masalah ini adalah karena pada saat proses pengusutan terhadap 
pelanggaran kemanusiaan ini belum selesai, terdakwa sudah dipindah 
tugaskan sehingga tuntasnya penyelesaian masalah ini atau memadainya 
hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran hukum bukan 
menjadi tugas dari terdakwa lagi. 
Apabila terdakwa memang tidak mampu mencegah, 
menghentikan ataupun menghukum, kewajiban dari terdakwa adalah 
melakukan pelaporan kepada atasan dengan semestinya. Namun 
ternyata, menurut keterangan para saksi terdakwa tidak memberikan 
laporan kepada atasannya Kapolda atau Wakapolda atas pelaksanaan 
perintah terdakwa untuk melakukan pengejaran dan penyekatan yang 
telah menimbulkan indikasi adanya pelanggaran kemanusiaan. Hal ini 
juga menunjukkan bukti kegagalan terdakwa untuk mengambil langkah-
langkah yang diperlukan. 
Sementara itu, analisa hukum yang mendasarkan sistem 
pelaporan yang efektif berdasar konteks hukum humaniter tidak relevan 
dan akan menyulitkan JPU sendiri, sebab jika menggunakan konteks 
tersebut maka JPU harus membuktikan bahwa serangan yang terjadi 
adalah serangan militer dan suatu serangan yang tunduk pada hukum 
humaniter, dimana pembuktian terpenuhinya syarat-syarat tersebut 
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sungguh sulit dalam kasus Abepura ini. Analisa hukum yang keliru ini 
menunjukkan keterbatasan JPU sendiri dalam memahami dan 
menafsirkan aturan yang ada. 
Dari hal-hal yang diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa bahwa 
dalam serangkaian proses hukum yang dijalankan oleh JPU, masih 
terdapat banyak kelemahan. Kelemahan tersebut dimungkinkan karena 
keterbatasan pengetahuan JPU untuk memahami dan menafsirkan 
ketentuan yang berlaku dalam pertanggungjawaban atasan atas 
pelanggaran ham berat. Keterbatasan pengetahuan tersebut berakibat 
pada kelirunya JPU dalam melakukan pembuktian, menguraikan fakta, 
maupun melakukan analisa hukumnya. Beberapa kelemahan tersebut 
terlihat dalam 3 kategori yaitu: (1) kegagalan JPU untuk mendapatkan 
bukti-bukti penting yang diperlukan; (2) keterbatasan JPU dalam 
mengeksplorasi lebih dalam lagi dan mengembangkan beberapa bukti 
yang sudah sedikit terungkap; (3) kesalahan JPU dalam menafsirkan dan 









B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam 
Kasus Abepura. 
1. Pertimbangan Hakim 
Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut 
dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tidak, maka 
berkenaan dengan hal. tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan 
syarat-syarat pemidanaan terlebih dahulu sebagai alat ukur yang dapat 
dipakai untuk menentukan dapat atau tidaknya terdakwa tersebut 
dipersalahkan dan dijatuhi Pidana berdasarkan pasal-pasal yang 
didakwakan 'oleh Penuntut Umum Ad.Hoc, dan mengenai syarat-syarat 
pemidanaan a quo, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya Ajaran 
Monoisme dan Ajaran Monodualisme ; 
Menimbang, bahwa mengenai ajaran monoisme ini banyak diikuti 
atau dianut oleh sarjana-sarjana Belanda dan Indonesia, yang antara lain 
adalah : Van Hamel, Simon, Van Hattem, Utrecht, Tirtoamijoyo, Wiryono 
Prodjodikuro dan lain-lain, bahkan diikuti pula oleh penulis-penulis baru 
seperti J.M. Van Bemmelem, Hazewingkel Saringa, serta beberapa hakim 
pidana Indonesia, hal ini dapat dilihat dari vonis/putusannya; 
Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketahui, dalam ajaran 
monoisme, tidak membedakan unsur-unsur feit (actus rea) dan unsur-
unsur feit (means rea), untuk itu maka ajaran monoisme ini dianggap 
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mempunyai kelemahan, antara lain adalah apabila terdakwa tidak 
dipidana, maka kadang-kadang sulit untuk menentukan amar putusan, 
apakah terdakwa tersebut dibebaskan (vrijspraak) atau lepas dari segala 
tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging), begitu pula halnya dalam 
donpleger, bisa jadi tidak ada orang yang di pidana dan / atau di hukum ; 
Menimbang, bahwa kemudian mengenai ajaran monodualisme 
yang dipelopori oleh Herman Kantorowiez dalam bukunya Tat Und Schuld 
(seorang sarjana Jerman), yang kemudian ajaran mini diikuti oleh Hukum 
Acara Pidana Belanda, seperti dapat di lihat pada pasal 350 dalam 
Hukum Acara Pidana Belanda tersebut, dan di Indonesia ajaran 
monodualisme ini dipelopori oleh Prof. Muljatno, Prof. Ruslan Saleh, Prof. 
A. Zainal Abidin, Prof. Andi Hamzah dan lain-lainnya ; 
Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan ajaran monoisme, 
ajaran monodualisme ini secara tehnis terlebih dahulu memisahkan 
antara unsur feit (actus reas/unsur perbuatan atau Unsur obyektif] dengan 
unsur dader (means reas/unsur pembuat/unsur subyektif/yang 
melaksanakan perbuatan) tersebut yaitu sebagai berikut: 
1. Unsur-unsur feit yakni:  




b. bersifat melawan hukum ; 
c. tidak ada alasan pembenar, yang antara lain 
- Daya paksa absolut dan keadaan darurat (pasal 48 KUHP) ; 
- Pembelaan terpaksa/nodweer (pasal 49 ayat (1) KUHP) ; 
- Perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) KUHP) ; 
- Menjalankan perintah/ketentuan undang-undang (pasal 50 
KUHP) ; . 
2. Unsur-unsur dalam dader yakni : 
a. kesalahan (dalam arti luas meliputi sengaja dan culpa)  
b. kemampuan bertanggung jawab. 
c. Tidak ada alasan pemaaf, yang meliputi: 
-    Daya paksa relative (pasal 48 KUHP) ; 
-    Melampaui batas pembelaan [pasal 49 ayat (2) pasal 51 ayat (2) 
Menimbang, bahwa teknik Monodualisme tersebut diatas 
mengajarkan apabila salah satu unsur feit/unsur perbuatan tidak 
terpenuhi, maka tidak ada pemidanaan, dengan amar putusannya 
berbunyi "dibebaskan" (vrijspraak) ; sedangkan kalau unsur feit terpenuhi 
dan salah satu unsur dader tidak terpenuhi, maka juga tidak ada 
pemidanaan, akan tetapi amar putusannya berbunyi . "dilepaskan dari 
tuntdtan hukum" (ontslag van rechtsvervolging), kemudian kalau unsur feit 
dan unsur dader terpenuhi akan tetapi tidak ada alasan pembenar 
ataupun alasan pemaaaf, maka terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu 
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maka ajaran Monodualisme mempunyai kelebihan dibandingkan dengan 
ajaran Monoisme dan dalam hal ini dapat dikatakan sangat membantu 
para hakim dalam menangani setiap perkara pidana ; 
Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka 
sekarang timbul pertanyaan, apakah terhadap perkara yang didakwakan 
atas diri terdakwa Brigjen Pol. Drs. Johny Wainal Usman, dalam hal 
penentuan bersalah atau tidak dan dapat dijatuh pidana atau tidaknya 
terdakwa aquo dapat menggunakan ajaran Monodualisme tersebut 
sebagai alat ukur ?, dan untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, 
maka menurut majelis hakim perlu diperhatikan mengenai jenis perkara 
yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut; 
Menimbang, bahwa perkara yang didakwakan atas diri terdakwa 
aquo adalah perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa 
Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan itu merupakan salah satu dari jenis 
perkara pidana, hanya saja yang membedakan antara perkara pidana 
pada umumnya dengan perkara pelanggaran Hak asasi Manusia yang 
berat adalah bahwa perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat 
merupakan suatu perkara yang bersifat Ordinary Crimes, dimana ia 
merupakan "Lex Spisialis" dari perkaraperkara pidana pada umumnya, 
namun perlu diketahui walaupun perkara yang didakwakan atas diri 
terdakwa a quo merupakan perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia 
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Yang Berat extra ordinary crimes, yang berdampak secara luas baik pada 
tingkat Nasional maupun Internasional, dan bukan merupakan tindak 
pidana yang diatur di dalam KUHP pada umumnya, namun perlu diketahui 
bahwa perkara yang didakwakan atas diri terdakwa aquo juga merupakan 
perkara pidana, maka untuk itu menurut Majelis Hakim ajaran 
Monodualisme tersebut dapat dipergunakan sebagai alat ukur dalam 
penentuan bersalah atau tidak dan dapat dipidana atau tidaknya terdakwa 
BRIGJEN POL. Drs. Johny Wainal Usman tersebut; 
Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dipertanyakan apakah 
perkara yang didakwakan terhadap diri terdakwa a quo dapat dikwalifikasi 
sebagai perkara yang bersifat "extra ordinary crimes" Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang berat ?, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka 
menurut Majelis Hakim hal itu harus dibukti dan dipertimbangkan terlebih 








Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Ad. hoc telah 
didakwakan dengan dakwaan sebagai berikut : 
1. Dakwaan Kesatu 
Melanggar ketentuan-ketentuan pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis 
pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf a dan pasal 37 undang-undang Nomor 
26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia ; DAN 
2. Dakwaan kedua 
Melanggar ketentuan-ketentuan pasal 42 ayat (2) huruf a dan b jis 
pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf h dan pasal 40 undang-undang Nomor 
26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ; 
Menimbang, bahwa setelah diteliti secara seksama surat dakwaan 
penuntut umum ad.hoc tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan 
bahwa surat dakwaan penuntut umum ad.hoc a quo disusun secara 
Komulatif, untuk itu terhadap semua dakwaan tersebut haruslah 
dibuktikan dan dipertimbangkan; 
Menimbang, bahwa karena surat dakwaan penuntut umum ad hoc 
disusun secara Komulatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan 
dan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu; 
Menimbang, bahwa pada dakwaan kesatu terdakwa didakwa telah 
melanggar ketentuan pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, j is pasal 7 huruf b, 
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pasal 9 huruf a dan pasal 37 undang-undang Nomor: 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; 
Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dan 
mempertimbangkan Unsur-unsur dari Pasal-pasal yang didakwakan pada 
Dakwaan kesatu ini, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian-
pengertian yang terkandung dalam setiap Unsur dari pasal-pasal yang 
termuat dalam Dakwaan kesatu tersebut yakni sebagai berikut : 
i. Bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 26 
tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bahwa Pasal ini 
mengatur tentang Pertanggung Jawaban atasan dalam Perkara 
Pidana (Superior Responsbility). Dan pembuat Undang-undang telah 
merumuskan mengenai tanggung jawab atasan dalam perkara 
pidana (superior responsibility) tersebut sebagai berikut: "seorang 
atasan baik, polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara 
pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang, berat yang 
dilakukan oleh bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan 
pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak 
melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan 
benar, yakni : 
- Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan 
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informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya 
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang berat ; dan 
- Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan 
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah 
atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang 
untuk dilakukan, penyidikan dan penuntutan 
ii. Pasal 7 huruf b, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia ; 
1. Bahwa pasal 7 huruf b ini, mengatur Tentang Pelanggaran Hak 
Azasi Manusia yang berat berupa, Kejahatan Terhadap 
Kemanusiaan, sehingga dengan demikian maka pasal 7 huruf b 
Undang-Undang No.26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, tersebut adalah menyangkut masalah kwalifikasi dari 
delik ; 
iii. Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia ; 
2. Bahwa Pasal 9 huruf a ini mengatur tentang Kejahatan Terhadap 
Kemanusiaan, yaitu merupakan salah satu perbuatan yang 
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau 
sistimatik, yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil, berupa : "Pembunuhan" ; 
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3. Bahwa pembuat undang-undang tidak menjelaskan bagaimana 
"Pembunuhan" sebagaimana disebut dalam pasal 9 huruf a 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia tersebut, akan tetapi dalam penjelasan resmi dari 
pasal 9 huruf a a quo, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
"Pembunuhan" adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 340 
KUHP ; 
iv. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia 
- Bahwa Pasal 37 ini mengatur tentang Pemidanaan 
Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam ilmu Hukum 
Pidana, mengenai perumusan dari tiap-tiap delik adalah menganut sistem 
pendefinisian , yang berarti bahwa delik tersebut terdiri dari unsur-unsur 
dan/atau elemen-elemen yang oleh Van Bammelen disebutnya sebagai 
inti dari delik ; 
Menimbang, bahwa dari dakwaan kesatu Penuntut Umum ad hoc 
sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim dapat 
memerincikan unsur-unsur yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan 
adalah sebagai berikut : 
1. Unsur seorang atasan Polisi bertanggung jawab secara pidana ; 
2. Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang dilakukan 
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oleh bawahannya ; 
3. Unsur atasan tidak melakukan Pengendalian secara patut dan benar ; 
4. Unsur mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang 
secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau 
baru saja melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat ; 
5. Unsur atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau 
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk 
dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan; 
6. Unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa "Pembunuhan" ; 
Menimbang, bahwa disamping itu perlu pula dibuktikan dan 
dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut benar sebagai seorang 
Atasan Polisi yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap 
Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang berat yang dilakukan oleh 
bawahannya yang berada dibawah kekuasaan dan pengendaliannya yang 
efektif ; 
Menimbang, bahwa dalam kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia 
yang berat, disamping prinsip pertanggung jawaban atasan/komando 
sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dikenal pula dengan 
prinsip pertanggung jawaban secara individual, yang mulai dikembangkan 
melalui praktek Pengadilan Internasional 'yang kemudian di adopsi oleh 
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Statuta Roma, dimana prinsip tanggung jawab secara individual ini telah 
mengenyampingkan beberapa prinsip Hukum Umum, dan prinsip Hukum 
Umum yang dikesampingkan --tersebut antara lain adalah sebagai berikut 
: 
4. Bahwa seorang Pejabat tidak dapat dituntut sebagai perorangan 
(individu), karena kebijaksanaan yang dilakukan ; 
5. Bahwa seorang Pejabat tidak dapat dituntut sebagai orang perorangan 
(individu), terhadap tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya 
sebagai pejabat ; 
Menimbang, bahwa mengenai unsur ini menurut hemat Majelis 
Hakim ada dua hal yang harus dipahami, yaitu Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang berat dan bawahan; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang berat dalam unsur ini adalah sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 7 huruf a dan b dari Undang-undang No.26 tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu meliputi: 
Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan bawahan 
dalam unsur ini adalah setiap orang yang memiliki atasan yang dapat 
mengarahkan pekerjaan dan/atau tugasnya. Namun demikian dalam 
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organisasi yang besar seorang dimungkinkan untuk menjadi atasan dan 
sekaligus menjadi bawahan ; 
Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, tidak memberikan suatu 
pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan Pelanggaran 
Hak Asasi yang berat, melainkan apa yang telah ditentukan dalam pasal 7 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tersebut. Dan sesuai dengan 
maksud surat dakwaan Penuntut Umum Ad.hoc, baik pada dakwaan 
kesatu maupun dakwaan kedua, bahwa Penuntut Umum mendakwakan 
Terdakwa telah melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, 
yaitu berupa Kejahatan terhadap kemanusiaan; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwakan telah melakukan 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa Kejahatan terhadap 
kemanusiaan, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang Kejahatan 
terhadap kemanusiaan tersebut dimuat dalam Pasal 9 Undang-undang 
No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kemudian 
disamping itu dan Penuntut Umum Ad. hoc juga pada dakwaan kesatu a 
quo telah mendakwakan terdakwa melanggar ketentuan dalam pasal 9 
huruf a, sebagaimana dicantumkan pada unsur ke 6 (ke-enam) dalam 
uraian unsur delik dari pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan 
kesatu tersebut diatas; 
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Menimbang, bahwa dari apa yang telah dikemukakan diatas, 
Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan terdakwa 
Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal rlsman a qou, telah melakukan 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat atau tidak, dan bila mengacu 
pada asas penyelesaian perkara, dengan cepat dan sederhana, maka 
Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertiirbangkan unsur-unsur 
yang terkandung dalam pasal 9 huruf a Undang-undang No.26 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu, sebagaimana yang 
didakwakan pada dakwaan kesatu dari Surat Dakwaan Penuntut Umum 
Ad.Hoc (unsur ke 6) ; 
Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim perlu 
diketahui, bahwa secara teknis untuk membuktikan dan 
mempertimbangkan Unsur-unsur pasal 9 huruf a undang-undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia a quo, selayaknya 
yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah unsur-unsur yang 
terkandung dalam pasal 9 itu sendiri, sebagai unsur utama atau unsur 
pokok dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu berupa Kejahatan 
terhadap kemanusiaan, dan kemudian barulah membuktikan dan 
mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 9 huruf a 
tersebut, yakni mengenai "Pembunuhan" (unsur ke-6) ; 
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Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 
2000 tentang.Pengadilan Hak Asasi Manusia, adalah mengatur mengenai 
Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), 
sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 huruf b Undang-undang Nomor 
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ; 
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipesidangan, dalam 
penangkapan yang dilakukan oleh Pasukan Brimob/Anggota Polisi 
POLSEK Abepura telah terjadi perlawanan dari anggota masyarakat yang 
ditangkap tersebut, sehingga tejadi pemukulan dan bahkan penembakan 
yang mengenai dua orang warga masyarakat dan/atau penduduk 
sipil'yang tidak dikenal karena yang bersangkutan berusaha untuk 
melarikan diri, dan satu diantara yang kena tembak tersebut meninggal 
dunia akibat kena tembakan peluru tajam, yaitu almarhum ELKIUS 
SUHUNIAP; 
Menimbang, bahwa meskipun dalam kenyataan ada perbuatan 
berupa pengerahan pasukan BRIMOB sebanyak satu peleton yang 
diserahkan kepada POLSEK Abepura, akan tetapi berdasarkan fakta 
hukum yang terungkap dipersidangan, tindakan tersebut dilakukan 
terdakwa tidaklah berdasarkan perencanaan sebagaimana yang 
dimaksud dengan pengertian "Rangkaian Perbuatan" seperti yang 
disebutkan dalam penjelasan pasal 9 Undang-undang Nomor 26 tahun 
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2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian mengenai 
kegiatan pengerahan Pasukan BRIMOB yang dilakukan oleh Terdakwa 
adalah merupakan suatu tindakan Reaktif, sebagai anggota Kepolisian 
yang memang ditugaskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di 
Negara Republik Indonesia ini, dan khususnya di daerah Papua/Irian 
Jaya, setelah terjadi penyerangan terhadap MAPOLSEK Abepura, 
pembakaran rukoruko dilingkaran Abepura dan pembunuhan satu orang 
Satpam dan pembakaran Gedung Otonomi Provinsi Papua oleh 
sekelompok orang yang tidak dikenal, kemudian perlu pula diketahui hal 
itupun dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan standar operasi dan 
protap yang berlaku di lembaga Kepolisian RI. ; 
Menimbang, bahwa mengenai tindakan Operasional yang 
dilakukan oleh Pasukan BRIMOB, yakni berupa pengejaran dan 
penangkapan terhadap warga masyarakat, itu semata-mata ditujukan 
hanya kepada orang-orang dan tempat-tempat yang dicurigai terlibat 
dalam penyerangan terhadap MAPOLSEK Abepura dan pembakaran 
Ruko-ruko di lingkaran Abepura serta pembunuhan Satpam dan 
pembakaran Gedung Otonomi Papua, namun kebetulan saja tempat 
kediaman tersebut adalah termasuk tempat, kediaman penduduk sipil ; 
Menimbang, bahwa mengenai sikap kecurigaan aparat keamanan 
in cassu pasukan BRIMOB terhadap orang-orang dan tempat-tempat 
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yang menjadi sasaran pengejaran dan penangkapan sebagaimana yang 
telah diuraikan diatas, hal itu adalah bersumber dari informasi yang 
diperoleh berdasarkan teknik intelejen yang berlaku pada Lembaga 
Kepolisian dalam melakukan Operasional untuk menghadapi kasus-kasus 
yang ber-intensitas tinggi seperti halnya kasus Penyerangan terhadap 
MAPOLSEK Abepura dan pembakaran Ruko-ruko di lingkaran Abepura 
serta Pembunuhan dan Pembakaran Gedung Otonomi Papua yang terjadi 
pada tanggal 7 Desember 2000 ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kemudian 
dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka 
menurut hemat Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh terdakwa 
tidak bersesuaian dengan penjelasan Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 
tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sepanjang mengenai 
apa yang dimaksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil", karena dalam penjelasan Pasal 9 Undang-
undang Nomor 26 tahun 2000 aquo, menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk 
sipil adalah "suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap 
penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan Penguasa atau kebijakan 
yang berhubungan dengan organisasi". Sedangkan tindakan pengejaran 
dan penangkapan yang dilakukan oleh Pasukan BRIMOB/POLISI* 
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terhadap orang-orang yang diduga telah. melakukan perbuatan pidana 
berupa penyerangan terhadap MAPOLSEK Abepura, Pembakaran Ruko-
Ruko di lingkaran Abepura dan Pembunuhan Terhadap Satu Orang 
Satpam serta Pembakaran Gedung Otonomi Daerah Papua itu 
merupakan tugas rutin yang dilakukan oleh Pihak Keamanan in cassu 
Pasukan BRIMOB/POLISI, kemudian mengenai peristiwa seperti 
Penyerangan Terhadap Mapolsek Abepura tersebut menurut saksi 
Michael Eluway sudah sering terjadi di Papua dan itu merupakan hal 
biasa di daerah  Papua ; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
maka menurut hemat Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh 
terdakwa, tidak dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia Yang Berat, berupa Kejahatan Terhadap 
Kemanusiaan, oleh karena itu maka apa yang dimaksud dengan Unsur 
sebagai bagian dari "serangan yang meluas atau sistematik" tidak 
terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ; 
Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Kejahatan 
terhadap Kemanusiaan tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka 
terhadap unsur-unsur yang lain dan selebihnya menurut Majelis Hakim 
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal ini sesuai dengan 
ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang 
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Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa kejahatan 
terhadap kemanusiaan itu merupakan salah satu Jenis dari Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia yang Berat  
Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari 
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan tersebut, maka terdakwa tidak dapat 
dipersalahkan telah melakukan perbuatan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia yang Berat, berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, 
berdasarkan pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dari 
Surat Dakwaan Penuntut Umum Ad.Hoc; 
Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu tidak dapat dibuktikan, 
dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku maka terhadap 
terdakwa Brigadir Jenderal Polisi Drs. JOHNY WAINAL USMAN harus 
dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan 
Majelis Hakim tersebut di atas baik pertimbangan pada dakwaan kesatu 
maupun pertimbangan pada dakwaan kedua tidak dapat dibuktikan 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum, untuk itu terhadap terdakwa 
Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman harus dibebaskan dari 
kedua dakwaan tersebut di atas; 
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Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala 
dakwaan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini harus 
dibebankan kepada Negara; 
Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada penjatuhan 
putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai permohonan 
ganti kerugian yang diajukan oleh para pemohon yang menamakan 
dirinya sebagai korban dalam peristiwa Abepura Desember 2000 yang 
disampaikan melalui Penuntut Umum Ad-Hoc, sebagaimana terlampir 
dalam surat Tuntutan Pidana Penuntut umum ad.hoc tersebut atas nama 
Terdakwa Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman. Untuk itu 
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh 
para pemohon adalah berupa kompensasi dan restitusi, yang kemudian 
oleh Penuntut Umum ad.hoc dilampirkan dalam surat tuntutan pidananya, 
hal itu menurut Majelis Hakim merupakan hak bagi setiap orang yang 
merasa dirinya telah dirugikan oleh pelaku tindak pidana, in cassu dalam 
pelanggaran Hak Asasi yang berat sebagaimana halnya dengan perkara 
ini, akan tetapi permohonan ganti kerugian yang berupa Restitusi dan 
konpensasi yang diajukan bersamaan dengan perkara atas nama 
terdakwa: Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal Usman, ini karena 
dakwaan Penuntut umum Ad.Hoc atas diri terdakwa agio telah dinyatakan 
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tidak terbukti, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan para 
pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena dasar 
pengajuan permohonan ganti kerugian tersebut adalah atas peristiwa 
pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa Brigadir Jenderal Polisi 
Drs. Johny Wainal Usman, yang menurut persangkaan Penuntut Umum 
dan para pemohon, terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana 
Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berupa Kejahatan terhadap 
kemanusiaan yang membuat para pemohon menderita baik moril maupun 
materil ; 
Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan pembuktian dan 
pertimbangan Majelis Hakim terhadap kedua dakwaan Penuntut umum 
Ad.Hoc terhadap terdakwa tersebut diatas ternyata tidak dapat dibuktikan 
secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka untuk itu terhadap 
permohonan ganti kerugian berupa Kompensasi dan Restitusi yang 
diajukan para pemohon tersebut di atas haruslah dinyatakan ditolak. 
2. Amar Putusan 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan bahwa Terdakwa Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny 
Wainal Usman, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pelanggaran Hak Asasi 
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Manusia Yang Berat", berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, 
sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan 
dakwaan kedua; 
2. Membebaskan Terdakwa Brigadir Jenderal Polisi Drs. Johny Wainal 
Usman, dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut diatas 
(vrijspraak) ; 
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan 
harkat serta martabatnya 
4. Menyatakan alat bukti berupa surat-surat, yang diserahkan oleh 
Penuntut Umum ad hoc supaya tetap dilampirkan dalam berkas 
perkara, karena akan dijadikan sebagai bukti pada perkara lain ; 
5. Menyatakan barang bukti berupa Parang, Kampak, tombak bambu 
dan busur panah serta anak panah yang diserahkan dipersidangan 
oleh Team Penasihat Hukum Terdakwa supaya dititipkan di 
Pengadilan Hak Azasi Manusia Makassar untuk digunakan dalam 
perkara yang lain ; 
6. Menolak Permohonan ganti kerugian berupa kompensasi dan 
restitusi dari para pemohon ; 
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; 
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim yang telah dilakukan beberapa kali baik di Makassar maupun di 
Jakarta, yang terakhir diadakan pada hari Jum'at, tanggal : 26 Agustus 
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2005, oleh kami Jalaluddin, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy 
Wibisono, SH., SE., MH., Amiruddin Aburaera, SH., H.M. Kabul 
Supriyadhie, SH., M.Hum., H. Heru Susanto, SH.M.Hum., masing - 
masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada 
hari Kamis, tanggal : 8 September 2005 dalam sidang yang terbuka untuk 
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh: Muhammad Idris, SH., dan 
Hj.Rosmala Dewi, SH., masing-masing sebagai Panitera Pengganti, 
dihadiri oleh Penuntut Umum adhoc H. Mailan Syarief, SH. dan H. Abdul 
Rauf Kinu, SH., serta dihadiri Terdakwa Brigadir Jenderal Polisi Drs. 
Johny Wainal Usman dan Team Penasihat Hukum Terdakwa ; 
3. Analisis Penulis 
Dalam pertimbangan untuk menentukan unsur kesalahan 
terdakwa, hakim menggunakan literatur dan asas hukum pidana, karena 
hakim menganggap bahwa perkara yang didakwakan adalah termasuk 
dalam kategori tindak pidana pada umumnya. Namun disisi lain hakim 
juga mengakui bahwa perkara tersebut merupakan perkara pelanggaran 
HAM berat yang oleh karenanya mempunyai sifat extra ordinary. Dalam 




Pertimbangan hakim atas unsur adanya kesalahan yang 
mengakibatkan dapat dipidananya terdakwa dengan syarat-syarat 
pemidanaan berdasarkan pada ajaran monodualisme yaitu adanya unsur 
feit dan unsur dader yang didasarkan pada KUHP. Dalam unsur feit 
diisyaratkan bahwa apabila seseorang mempunyai alasan pembenar 
dalam melakukan suatu tindak pidana maka dia dapat dibebaskan dari 
pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Salah 
satu unsur pembenar tersebut adalah perintah jabatan yang sah. Jadi 
dengan demikian, dalam pertimbangan hakim karena perlakuan tidak 
manusiawi dalam pengejaran dan penangkapan yang dilakukan oleh 
anggota BRIMOB sebagai anak buah terdakwa merupakan tugas rutin 
yang dilakukan oleh pihak keamanan, maka hal tersebut secara implisit 
disimpulkan oleh hakim dapat menjadi unsur pembenar perbuatan. 
Pertimbangan ini akan tidak bersesuaian dengan rumusan Pasal 
33 Statuta Roma yang menjadi acuan dari UU No. 26 tahun 2000. 
Menurut rumusan Statuta Roma perintah pemerintah (yang dapat 
diterjemahkan juga sebagai perintah jabatan) atau atasan tidak 
membebaskan tanggungjawab pidana seseorang kecuali kalau: (a) orang 
tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari 
Pemerintah atau atasan yang bersangkutan; (b) orang tersebut tidak tahu 
bahwa perintah tersebut melanggar hukum; dan (c) perintah itu tidak 
nyata-nyata melawan hukum. Rumusan Pasal 33 ini bersifat kumulatif, 
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artinya untuk dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam 
membebaskan diri dari tanggung jawab pidana, maka ketiga-tiganya 
harus dipenuhi secara bersama-sama. Sifat kumulatif ini sangat ketat 
karena kalau satu unsur saja tidak dipenuhi maka orang yang melakukan 
tindak pidana tersebut tetap harus dinyatakan bersalah. Sementara itu, 
selanjutnya Pasal 33 ayat (2) menegaskan bahwa perintah untuk 
melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas 
melawan hukum. Berdasar pertimbangan tersebut diatas, bagaimana 
mungkin hakim akan menyatakan bahwa peristiwa pengejaran dan 
penangkapan yang mengakibatkan perlakuan tidak manusiawi tersebut 
merupakan tugas rutin anggota BRIMOB? 
Dari dakwaan pertama, Majelis Hakim merincikan unsur-unsur yang perlu 
dibuktikan yakni :  
1. Unsur Atasan Polisi bertanggungjawab secara pidana  
2. Unsur Pelanggaran HAM berat yang dilakukan anak buahnya  
3. Unsur Atasan tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar  
4. Unsur Mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang 
secara jelas menunjukan bahwa bawahannya sedang melakukan atau 
baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat  
5. Unsur Atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada 
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pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan  
6. Unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa Pembunuhan  
Dari dakwaan kedua Majelis Hakim merincikan unsur-unsur yang perlu 
dibuktikan yakni :  
1. Unsur Atasan Polisi bertanggungjawab secara pidana  
2. Unsur Pelanggaran HAM berat yang dilakukan bawahannya  
3. Unsur Atasan tidak melakukan pengendalian secara patut dan benar  
4. Unsur Mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang 
secara jelas menunjukan bahwa bawahannya sedang melakukan atau 
baru saja melakukan pelanggaran HAM yang berat  
5. Unsur Atasan tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan 
dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau 
menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan  
6. Unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa “Penganniayaan 
terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari 
pesamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis 
kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebgai hal 
yang dilarang menurut hukum Internasional.”  
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Menimbang bahwa sebelum sampai pada pembuktian unsur-unsur 
di atas, terlebih dahulu diuraikan hal-hal berikut :  
Delik pokok yang didakwakan pada dakwaan pertama dan kedua adalah 
mengenai pelanggaran HAM yang berat. Pokok dari pelanggaran HAM 
yang berat pada dakwaan tersebut terletak pada pasal 9 UU 26/2000 
yaituu pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap 
kemanusiaan, maka secara mutatis mutandis mengambil alih 
pertimbangan Dakwaan kesatu tersebut menjadi pertimbangan dakwaan 
kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulann bahwa terhadap dakwaan 
kedua ini juga tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum. Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua 
tersebut.  
Rincian unsur-unsur yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam 
putusannya akan dibagi menjadi yaitu (a) rincian unsur yang berkaitan 
dengan tanggung jawab atasan (komando) dan (b) rincian unsur yang 
berkaitan dengan adanya pelanggaran ham berat yang dilakukan oleh 
bawahan yaitu berupa pembunuhan dan penganiayaan. 
Doktrin pertanggungjawaban komandan/atasan ini terbagi tiga aspek:  
1. Aspek Fungsional : Bahwa kedudukan seorang komandan harus 
menimbulkan kewajiban untuk bertindak.  
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2. Aspek kognitif : Seorang komandan „harus memiliki pengetahuan‟ (must 
have known) atau „seharusnya memiliki pengetahuan‟ (should have 
known) tentang kejahatan;  
3. Aspek Operasional : Harus ada kegagalan (failure) untuk bertindak 
yang dilakukan komandan.  
Berdasarkan ketiga aspek diatas, unsur pertanggungjawaban 
komando yang pertama kali harus dibuktikan adalah posisi terdakwa 
sebagai seorang atasan. Dengan demikian, penentuan unsur atasan 
sebagai unsur pertama yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim adalah 
tepat.  
Selanjutnya, alat bukti dan keterangan saksi juga mendukung 
pertimbangan hakim bahwa pada saat terjadinya penyerangan terdakwa 
menjabat sebagai Dan Sat di mana tugasnya adalah membina, melatih 
anggota dan menyiapkan untuk dihadapkan pada tugas-tugas 
berintensitas tinggi, yang utamanya adalah kejahatan yang menggunakan 
senjata api, dan bahan peledak, pelaku-pelaku terror serta pelaku 
pemberontakan. Tidak ada keraguan Majelis Hakim dalam hal ini 
mengenai posisi atasan terdakwa dan keharusan mengendalikan anak 
buahnya walaupun beberapa keterangan saksi mengatakan bahwa 
setelah di BKO kan kewenangan pengendalian ada di tangan komandan 
satuan wilayah dalam hal ini Kapolres/Kapolsek (de jure commander).  
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Walaupun demikian, fakta di persidangan memperlihatkan bahwa 
terdakwa masih memiliki kewenangan sebagai de facto commander, di 
mana perintahnya masih dipatuhi anak buahnya. Dalam kasus Celebici 
dijelaskan bahwa: “Pengendalian yang efekif” adalah bahwa seorang 
komandan harus memiliki kemampuan untuk mencegah dan menghukum 
anak buahnya yang melakukan tindak pidana. Pengertian “effective” 
dalam hal ini berarti “nyata/benar-benar” sesuai teks asli Satuta Roma 
yang ditulis dalam bahasa Inggris atau dengan kata lain pengendalian 
secara de facto.  
Selanjutnya, pengkategorian terdakwa sebagai Atasan Sipil 
menngundang pertanyaan karena pada saat kasus terjadi Kepolisian 
masih berada di bawah kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, 
terdakwa adalah Komandan Satuan Brimob, di mana tugas dan 
tanggungjawab Brimob berbeda dengan polisi lainnya yakni terfokus pada 
tugas-tugas yang berintensitas tinggi, yang utamanya adalah kejahatan 
yang terorganisir, menggunakan senjata api dan bahan peledak, pelaku-
pelaku terror dan pelaku pemberontakan. Operasi yang dilancarkan 
terhadap kelompok separatis, tidak berbeda dengan operasi militer selain 
perang, walaupun dilakukan polisi. Tentu saja dengan tugas yang 
berbeda tersebut berimplikasi pada perbedaan senjata yang digunakan 
serta Rules of Engangement (aturan perlibatan) yang berbeda dengan 
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satuan kepolisian lain. Apakah dengan demikian Brimob masih dapat 
disamakan dengan atasan sipil?  
Pertimbangan Majelis hakim dalam mengambil kesimpulan akan 
adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada terdakwa 
tidak jelas dan membingungkan. Majelis hakim tidak menghubungkan 
antara fakta hukum yang diterimanya dengan pertimbangan hukum yang 
diuraikan guna mengambil kesimpulan yang mempunyai dasar argumen 
yang kuat. Dalam fakta hukum yang diterimanya, semua unsur-unsur 
pertanggungjwaban atasan telah terpenuhi, namun fakta-fakta hukum ini 
ditinggalkan dalam pertimbangan hukum yang dibuatnya (kecuali fakta 
hukum yang menunjuk bahwa terdakwa adalah sebagai atasan de jure), 
sekalipun akhirnya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur 
pertanggungjawaban atasan terpenuhi.  Walaupun pertanggungjawaban 
de jure dan de facto commander adalah sama, namun hal ini tetap 
penting untuk ditekankan agar supaya hal ini tidak menjadi celah bagi 
terdakwa untuk membebaskan diri. 
Selain itu, keputusan Majelis Hakim yang mengkategorikan 
terdakwa sebagai atasan sipil memperlihatkan bahwa Hakim tidak cermat 
menganalisa hasil pembuktian di persidangan. Walaupun penentuan 
atasan sipil ini mendasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, namun 
seharusnya hakim dapat mengkritisi dakwaan tersebut dengan 
memutuskan bahwa terdakwa seharusnya didakwa atas pasal 42 (1) 
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yakni sebagai atasan militer. Walaupun pada prinsipnya tidak ada 
perbedaan mendasar, namun hal ini akan sangat berpengaruh pada 
pembuktiann unsur ”mengetahui” dari seorang atasan/komandan. 
Unsur kedua yaitu unsur pelanggaran HAM berat yang dilakukan 
oleh bawahan terdakwa. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam 
memutuskan tidak adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh 
bawahan terdakwa kurang meyakinkan.  
Untuk unsur meluas dapat dibuktikan melalui fakta bahwa jumlah 
korban cukup besar, jumlah personil kepolisian yang dikerahkan cukup 
besar juga, serangan dilakukan tidak hanya sekali tetapi minimal 5 kali, 
diberbagai tempat yang berbeda-beda dan dalam waktu yang berbeda 
beda pula serta ditujukan terhadap penduduk sipil 
Selanjutnya, dari uraian pertimbangan Hakim tersebut, terlihat 
bahwa Majelis Hakim menyadari betul bahwa tindak pidana ini adalah 
sesuatu yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Hakim mencoba 
untuk menguraikan kejahatan ini secara komprehensif, sejak latar 
belakang sejarah hingga tercantumnya dalam Statuta Roma. Namun, 
uraian ini tampak berlebihan dan tidak bermakna, ketika pada meluas 
atau sistematis” hanya menyandarkan pada Penjelasan Pasal 9 UU 
26/2000, dan tidak pada penguraian unsur-unsur berdasarkan putusan 
pengadilan internasional (ICTY dan ICTR).  
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Berikut akan diuraikan mengenai unsur-unsur kejahatan terhadap 
kemanusiaan yakni “serangan yang meluas atau sistematis yang 
ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil” berdasarkan doktrin 
dan praktek pengadilan internasional yang digunakan Majelis Hakim.  
a. Serangan  
Hakim menimbang bahwa untuk terjadinya pelanggaran HAM berat 
harus memenuhi unsur delik; pertama adanya serangan yang meluas 
atau sistematik; kedua serangan tersebut ditujukan secara langsung pada 
penduduk sipil. Hakim menjelaskan arti istilah serangan yang 
menunjukkan kata kerja yang dilakukan secara fisik dengan cara 
mendatangi sasaran yang dituju, dan dalam hal ini adalah penduduk sipil 
dengan menggunakan kekuatan, baik kekuatan militer maupun non-militer 
untuk menghancurkan atau membuat tidak berdayanya lawan atau lawan 
menyerah. Hakim juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud 
dengan serangan menurut Commentary on The Rome Statute of the ICC 
yakni :  
1. Tindakan baik sistematis maupun meluas yang dilakukan secara 
berganda (milticiplity commision of acts) : Dalam Kasus Abepura ini 
terbukti terjadi rangkaian tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota 
Kepolisian/Brimob, berupa penyerangan, penangkapan dan penahanan 
sewenang-wenang, peyiksaan dan pembunuhan. Tindakan-tindakan 
tersebut dilakukan berulang-ulang pada sasaran-sasaran yang berbeda 
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yang berdasarkan laporan intelejen merupakan sasaran yang dicurigai, 
namun anggota kepolisian juga sudah mengetahui bahwa sasaran 
operasi tersebut merupakan tempat kediaman dari penduduk sipil. Hal ini 
membuktikan bahwa tindakan penyerangan dan penangkapan tersebut 
bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan tindakan yang 
berganda serta memiliki hubungan kausalitas.  
2. Tidak harus merupakan serangan militer seperti yang diatur dalam 
Hukum Humaniter Internasional. Walaupun polisi yang melakukan 
penyerangan itu bersenjata, namun hal tersebut bukanlah serangan 
militer karena tidak dilakukan pada saat konflik bersenjata, melainkan 
serangan yang dilakukan oleh anggota Polisi dalam rangka menjaga 
keamanan NKRI.  
3. Penduduk sipil harus merupakan objek utama dari serangan tersebut. 
Dalam kasus ini, sekelompok penduduk sipil yang dijadikan sasaran 
adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai separatis dan 
simpatisannya. Dengan demikian semua orang yang ditangkap pada 
tanggal 7 Desember 2000 oleh Polisi diyakini sebagai bagian dari apa 
yang disebut Polisi sebagai kekuatan separatis. 
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur 






Selanjutnya dalam pertimbangannya hakim menafsirkan istilah 
meluas yang menunjuk pada jumlah korban yang besar, dilakukan 
berulangkali dalam jangka waktu tertentu yang tidak begitu lama, dan 
dilaksanakan secara kolektif tidak sendiri-sendiri di tempat yang berbeda 
dan berakibat serius. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada 
yurisprudensi ICTR dalam kasus Akayesu. Secara meyakinkan hakim 
juga memberi pertimbangan atas istilah meluas ini berdasarkan 
pengertian yang dikemukakan oleh Arne Willy Dahl yang menyatakan 
bahwa pengertian serangan yang meluas adalah serangan yang 
diarahkan terhadap korban yang berjumlah besar, sehingga istilah 
serangan yang meluas akan sangat tergantung pada jumlah korban 
(massive), skala kejahatan, dan sebaran tempat. Hal ini juga ditegaskan 
pada beberapa yurisprudensi ICTY dan ICTR. Karakteristik meluas 
mengacu pada serangan yang ditujukan pada sejumlah besar korban, 
disamping juga mengacu pada skala tindakan yang dilakukan. Suatu 
kejahatan dapat terjadi secara meluas dengan efek kumulatif dari 
serangkaian tindakan tidak manusiawi atau memiliki efek tunggal dari 
sebuah tindakan tidak manusiawi yang memiliki besaran yang luar biasa. 
Dalam peristiwa 7 Desember 2000, serangan dilakukan 
berulangkali setidaknya 6 kali dalam jangka waktu tidak terlalu lama 
kurang dari 24 jam (pukul 02.30 WIT, 05.30 WIT, 05.30 WIT, 09.30 WIT, 
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08.00 WIT, 23.00 WIT), yang dilaksanakan secara kolektif dibawah 
koordinasi, dan dilaksanakan dibeberapa tempat yang berbeda (Asrama 
Ninmin, Abepantai, Asrama Yapen Waropen, Pemukiman Skyline, Jalan 
Baru Kotaraja, Asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga).  
Dari paparan di atas, maka jelaslah bahwa unsur ”meluas” 
terpenuhi. Sebenarnya dengan telah terpenuhinya unsur meluas ini, unsur 
sistematis tidak perlu dibuktikan, sebab dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 
26 tahun 2000 rumusan keduanya tidak bersifat kumulatif tetapi bersifat 
alternatif dengan menggunakan kata „atau‟. Jadi jika satu unsur saja 
terpenuhi maka tanpa harus membuktikan unsur kedua keseluruhan 
pengertian sudah dapat disimpulkan. Hal ini juga sudah diakui hakim 
dalam petimbangannya. Namun demikian, untuk memperkuat argumen 
tentang telah terjadinya pelanggaran ham berat ada baiknya mengulas 
juga apakah unsur sistematis ini terpenuhi dalam peristiwa pengejaran 
dan penangkapan di Abepura tanggal 7 Desember 2000 . 
c. Sistematis  
Penjelasan Pasal 9 Undang-undang 26/2000 berbunyi “serangan 
yang ditujukann secara langsung terhadap penduduk sipil” yakni 
“rangkaian perbuatan yang ditujukan kepada penduduk sipil sebagai 
kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan 
organisasi”. Definisi ini jelas bukan merupakan definisi dari unsur 
“serangan”, tetapi merupakan definisi dari “serangan yang sistematis”. 
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Karena definisi “serangan” hanyalah merupakan tindakan berganda, 
bukan hanya merupakan serangan militer, dan ditujukan kepada 
penduduk sipil seperti yang dikutip Hakim dari Otto Trifterer (ed) dan 
praktek pengadilan internasional.  
Selain itu, ”Kebijakan” yang dikatakan oleh Majelis Hakim sebagai 
roh/jiwa dari tindakan serangan meluas atau sistematis yang ditafsirkan 
sebagai policy, ide, atau gagasan yang bersifat melawan hukum atau 
tercela adalah tidak berdasar. Karena kebijakkan yang dimaksudkan 
dalam serangan meluas dan sistematis disini tidak harus kebijakan yang 
melawan hukum, namun dapat juga sebagai kebijakan yang legal namun 
ditempuh dengan cara-cara yang ilegal. 
Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa 
kebijakan pemerintah memberantas separatis yang dituangkan dalam 
Operasi Tuntas Matoa bukanlah merupakan kebijakan yang ilegal, namun 
dalam pelaksanaannya, yang merupakan kelanjutan dari kebijakan 
tersebut , telah menimbulkan ekses karenna ditempuh dengan cara yang 
melawan hukum.  
Selanjutnya mengenai definisi ”rangkaian perbuatan” yang 
ditafsirkan Majelis Hakim sebagai ”harus adanya perencanaan”, maka 
walaupun dalam hal ini memang tidak terbukti bahwa pelaku memiliki 
perencanaan atau memiliki maksud atau niat jahat dalam melaksanakan 
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tindakannya, namun rencana tidak harus dinyatakan secara tegas atau 
terang-terangan, hal ini bisa dilihat dari beberapa indikasi diantaranya :  
1. Latar belakang historis dan politik secara umum atas tindakan pidana 
kejahatan yang dilakukan. 
2. Serangan yang terkoordinasi dan berulang-ulang yang dilakukan di 
wilayah tertentu. 
3. Skala tindak kekerasan yang dilakukan khususnya pembunuhan, 
kekerasan fisik lainnya, perkosaan, penahanan secara sewenang-
wenang, deportasi dan pengusiran,dll.  
Selain itu, berdasarkan kasus Akayesu (Trial Chamber), September 
2, 1998 para 479, 489 60 dinyatakan bahwa :  
Komandan tidak harus memiliki pengetahuan untuk membuatnya 
bertanggungjawab secara pidana, tetapi cukup dengan ia „seharusnya 
mengetahui‟ bahwa bawahannya sedang atau telah melakukan kejahatan, 
dan komandan gagal (fail) untuk mengambil tindakan yang layak atau 
diperlukan untuk mencegah perbuatan tersebut atau untuk menghukum 
pelaku. Jadi dalam hal ini, komandan harus bertanggungjawab karena 
tindakan pembiaran (ommission) atau karena tidak berbuat apapun. 
Kelalaian komandan yang berakibat sangat serius sama halnya dengan 
menyetujui terjadinya kejahatan tersebut atau dapat juga disetarakan 
dengan adanya niat jahat.  
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  Berdasarkan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur 
niat (mens rea) dari terdakwa dapat dilihat dari posisinya sebagai 
komandan yang menjadikannya memiliki kewenangan untuk 
melaksanakan tindakan yang layak untuk mencegah bahkan menghukum 
pelaku.  
Pertimbangan Hakim dalam pembuktian unsur pelanggaran 
HAM yang berat tampak sangat ”dangkal”. Banyaknya doktrin dan kasus 
dari pengadilan internasional (ICTY dan ICTR) yang dikutip Hakim, tetapi 
hanya merupakan suatu bentuk unjuk diri seolah-olah pemahaman 
mereka tentang tindak pidana ini sangat mendalam. Padahal, para Hakim 
sangat tidak memahami semua doktrin dan praktek internasional tersebut, 
terbukti bahwa mereka pada akhirnya hanya mendasarkan pada 
penjelasan Pasal 9 dalam memutuskan terbukti tidaknya suatu unsur 
”serangan”. Akibatnya, semua pembuktian yang panjang dimentahkan 
oleh suatu pendapat hakim terhadap alas hukum yang tidak tepat, yakni 
penerapan penjelasan Pasal 9, tanpa mengindahkan inti dari keputusan-












Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan yang telah 
diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan Hukum Pidana dalam tindak pidana pelanggaran HAM 
berat kasus abepura No: 01/ Pid.HAM/ ABEPURA/ 2004/ PN. Mks 
masih terdapat banyak kelemahan utamanya dalam tahap 
penuntutan dan putusan hakim. Kelemahan dalam penuntutan oleh 
JPU berakibat pada kelirunya JPU dalam melakukan pembuktian, 
menguraikan fakta, maupun melakukan analisa hukumnya. 
Ditambah dengan putusan hakim yang membebaskan terdakwa 
menjadi preseden buruk untuk keputusan pengadilan HAM yang 
akan datang. Karena senyatanya hukum dan lembaga peradilan 
mempunyai fungsi selain untuk mencegah kemerosotan sosial juga 
berperan sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan 
sosial. 
2. Pertimbangan Hakim dalam pembuktian unsur pelanggaran HAM 
yang berat dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat kasus 




lemah. Dalam pemeriksaan dengan alat bukti yang sah sebenarnya  
kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan, namun demikian 
karena tidak didukung oleh keyakinan hakim maka kemudian 
terdakwa dinyatakan bebas. Keyakinan hakim yang mendasari 
putusan yang diambil mengandung unsur kontradiktif dan tidak 
konsisten dengan pertimbangan dan argumen yang dibangun. 
Dalam putusannya hakim menyatakan penolakannya bahwa telah 
terjadi pelanggaran HAM berat, karena tidak terpenuhinya unsur 
meluas atau sistematis. Tampaknya hakim kurang cermat dalam 
menghubungkan antara fakta hukum yang terjadi sebagai peristiwa 
konkrit dengan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. 
 
B. Saran 
1. Proses pengadilan kepada para pelanggar HAM berat harus dapat 
berjalan dengan lebih baik di masa mendatang. Proses pengadilan 
harus dapat berjalan lebih adil, cepat dan efisien agar terdakwa 
pelanggar HAM berat mendapat hukuman yang sesuai. 
2. Pemerintah / penegak hukum harus terus memproses penyelesaian 
kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang sampai saat ini belum 
terselesaikan.  
3. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah kongkrit terkait 
pencegahan tindak pidana pelanggaran HAM dimasa mendatang. 
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4. Pemerintah / DPR harus perlu mengkaji ulang rumusan tentang 
ketentuan hukuman minimal dalam UU. No. 26 Tahun 2000 terkait 
banyaknya putusan pengadilan HAM yang memberikan hukuman di 
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